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ABSTRAK
Melly Amelia Putri, (2022) : Pelaksanaan Tugas Badan
Permusyawaratan Desa Dalam
Mewujudkan Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Bengkalis Nomor 9 tahun
2018 tentang Badan Permusyawaratan
Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis

NINnitw eydido ey @

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur

Ibenyelenggara pemerintahan Desa yang dipilih secara demokratis. Disebut Badan

Z‘Permusyawaratan’ Desa dikarenakan memiliki peran penting dalam upaya

omeningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kebersamaan antara

Amasyarakat Desa dengan unsur pemerintahan Desa. Fenomena yang terlihat

“bahwa masyarakat Desa Deluk tidak mengetahui bagaimana cara menyampaikan
aspirasi dan sebagian lain ada yang menyampaikan namun tak kunjung mendapat
respon dari BPD Deluk.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, maka dilakukan penelitian
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaraan Desa
Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan apa yang menjadi faktor
penghambat pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang

melakukan identifikasi hukum dan meneliti bagaimana efektivitas suatu hukum
—-yang berlaku di masyarakat. Adapun populasi dan sampel yang diteliti adalah
"Ketua BPD Deluk, Anggota BPD Deluk, dan masyarakat Desa. Oleh karena itu
zpengambilan sampel masyarakat dilakukan teknik purposive sampling yaitu
=penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ciri-ciri tertentu.
= Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas Badan Permusyawaratan
cDesa Deluk dalam mewujudkan aspirasi masyarakat belum maksimal dalam
Zpelaksanaannya seperti: (i) BPD tidak melakukan kunjungan ke masyarakat;
o(ii)Belum maksimalnya menampung aspirasi masyarakat; (iii) belum
_mak5|malnya mengelola aspirasi karena tidak ada buku data aspirasi masyarakat;
“<(|v) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun faktor
npenghambat terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk ialah
ckarena: (i) kurangnya koordinasi antara BPD dan Kepala Desa; (ii) BPD kurang
smemahami tahapan penyerapan aspirasi masyarakat; (iii) masyarakat kurang
“mengetahui pentingnya menyampaikan aspirasi; (iv) pemahaman bahwa
<masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi tidak merata

nery wisey Jueig
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Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah

1dioyeH o

omemberikan rahmat serta keberkahan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan
Zekripsi  ini yang  berjudul “PELAKSANAAN TUGAS BADAN
?ERMUSYAWARAAN DESA DALAM MEWUJUDKAN ASPIRASI
ZMASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
?BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN
%PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA DELUK KECAMATAN

ghANTAN KABUPATEN BENGKALIS”

| =
Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan untuk baginda Nabi

Muhammad Saw yang merupakan suri tauladan dan rahmat bagi seluruh alam
yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan dan diliputi kebodohan
hingga kepada zaman terang benderang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan
sebagaimana yang kita peroleh sekarang ini.

Dengan mengucap Syukur yang teramat tulus, pada kesempatan ini

enulis ucapkan terimakasih kepada:

dIwIefs] 93e}sg

1. Allah swt atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga
penulis mampu melewati berbagai rintangan dalam perjalanan kehidupan
penulis hingga saat ini.

Kepada Ayah dan Ibu yang telah membesarkan dan memberikan yang terbaik
untuk pendidikan penulis sehingga penulis mampu menempuh jenjang

pendidikan tinggi
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Bapak/Ibu dosen, dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang berperan

penting menjalankan kelembagaan perguruan tinggi.
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untuk pendidikan dan kehidupan penulis sehingga penulis mampu menempuh
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n_":amal jariyah yang tidak pernah surut mengalir pahalanya. Mudah-mudahan skripsi

}
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Penulis,

MELLY AMELIA PUTRI
NIM. 11727200400




NVIY VISNS NIN

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z

b

(]

|
/-

ﬂlé;

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebuuaday ueyibniaw yepn uedynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

Bt 0it

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

:18quuns ueyingaAuswl uep ueywniuesusw edue) 1ul SNy eA1ey ynunigs neje uelibeqgas dinpnbusw Buele|iq 'L

DAFTAR ISI

@ABSTRAK ............................................................................................................... i
nJ)KATA PENGANTAR ..ottt ettt ii
(’_TDAFTAR ] OSSR Y,
ODAFTAR TABEL ..o see s s es e vii
gBAB | PENDAHULUAN ..ottt 1
;:- A. Latar Belakang Masalah ...........cccocviiiiiniiiiiicicas 1
S B. Batasan Masalah .............coo.ovuiviveeeiiiisiieeeseseeeseeeees s 7
i C. RUMUSAN MaASAIAN.........oiiiiiiiee ittt ee e s ae e e s e eabeeas 7
2 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..............ccoceeviiiiiiiiiniiseee e 8
; E. Metode Penelitian .........ccoveiiiiiniiiieiese e st 9
g BAB Il GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ......c.cooiiieiieecee e, 16
A. Gambaran Umum Desa DelUK...........ccccooriiiiiiiiiiiencee e 16
B. Gambaran Umum Kependudukan Desa DeluK................ccccoooeiiiiein e, 19
C. Gambaran Umum Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Deluk.................. 22
BAB 1 TINJAUAN PUSTAKA ...ttt 26
A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas ..........cccoeeeeiieiininienesesieseeeeee e 26
B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)........cc.ccccccovviennne. 32
« C. Tinjauan Tentang Mewujudkan Aspirasi Masyarakat..........c.coocovvnininne. 42
?2 D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9
@ Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa .........cccceeveeiivereeieineneannnns 45
EBAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......ccocooviiiiieiieeeee 47

G A. Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis.......... A AL N AL AN LN AN L LOAN 47

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten BengkaliS...........oouoiiiiiiiiiieie e 56

BAB V PENUTUP ... 61

nery wisey JureAg uejng jo AJIsIaAiu



61
.62

.Error! Bookmark not defined.

B SN e et aaaaaa—_
DAFTAR PUSTAKA ...,

AL KESIMPUIAN ...

%

§
nil

o
=)
=

UIN SUSKA RIAU

Vi

pd
<
=
o
p=
<
© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



19
.19
20

-~
21

23
24
50
.53
54
58
59

w

DAFTAR TABEL
Vii

I o 1Y B 1 15 RO RRRRR TSP
T AR 1.2 oo e
Lo 1= I 1 S OO PR PR
)

STaADEl TLS
C

STADBI IV.2
ol =10 11 B AV 20 TSP PPRRPRPPPPRPPI
QO

B I o T= I Y T OSSR

iau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

q\/l Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
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l/_.-\.h_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

T SUEEARIAT 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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A.

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana yang
dicantumkan secara tegas di dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar
1945. Dalam negara hukum, hukum itu sendiri dijadikan sebagai aturan
yang mesti dilaksanakan demi mencapai cita-cita bersama. Baik
pemerintah sebagai penyelenggara negara hingga masyarakat diharuskan
mematuhi aturan hukum agar terwujud kehidupan yang tertib, adil, dan
sejahtera.

Konsepsi mengenai negara hukum tak terlepas dari adanya
penyelenggaraan negara. Mengutip pernyataan Plato dalam karya tulisnya
Nomoi, dikemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang
berdasarkan pengaturan (hukum) yang baik.! Pengaturan hukum juga
hendaknya mengatur pengorganisasian negara melalui lembaga negara
yang sistematis dan terorganisir. Sehingga proses penyelenggaraan negara
dapat berjalan dengan semestinya.

Penyelenggaraan negara dijalankan oleh lembaga pemerintahan,
baik pemerintah pusat ataupun daerah. Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 diatur

mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

nery wisey| JireAg uejng jo AJ1s1aAru) drure|sy ajejg

1)h. 2

! Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2016, cet. ke-
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Provinsi, daerah-daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota,
dan tiap-tiap Kabupaten dan Kota memiliki Pemerintahan. Pemerintahan
tersebut kemudian disebut sebagai pemerintah daerah. Pemerintah daerah
berwenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas-
asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi yang dimaksud adalah pelaksanaan otonomi seluas-
luasnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kecuali urusan
pemerintahan yang diatur langsung oleh undang-undang sebagai
kewenangan pemerintah pusat. Otonomi seluas-luasnya tidak kemudian
mengubah prinsip negara Indonesia yang berbentuk negara kesatuan.
Sebab daerah tidak memiliki kedaulatan penuh atas pemerintahannya.
Daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur
dan mengurus daerahnya sendiri sesuai kepentingan dan kebutuhan
masyarakat selama tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.?

Pemerintahan daerah memberikan perubahan kearah peningkatan
kesejahteraan tertuju pada masyarakat melalui pelayanan yang baik dan
menuntut kinerja pemerintahan yang maksimal, secara langsung, dan
adanya transparansi.®> Hal ini dilakukan setelah adanya otonomi daerah
yang menyebabkan para pemerintah daerah dituntut untuk lebih

memperhatikan daerah ataupun masyarakat terpencil dengan melakukan

uej[ng jo AJISISATU) dTUIR[S] 3}B)G

1ehg
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2 Yudi Suparyanto, Otonomi Daerah dalam Kerangka NKRI (Klaten: Cempaka Putih,

18) h. 47-48

® Kajian Akademik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

erah, dari https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.pdf, diakses pada 28
ei 2021


https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-92.pdf
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peningkatan kesejahteraan di bidang pertanian atau pendidikan terlebih di
Desa.

Desa merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Republik Indonesia.* Tujuan dibentuknya desa ialah agar dapat
mempercepat kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa berakar dari kerajaan-
kerajaan dan persekutuan republik yang mana jauh sebelum kemerdekaan
sudah ada eksistensinya. Hal ini berdasarkan pengakuan Van Vollenhoven
yang dituangkan kedalam bukunya Staatsrecht overze pada tahun 1996.
Vollenhoven menulis bahwa sejak pertama kali kapal dengan bendera
Belanda memasuki perairan Nusantara, disana terdapat banyak lembaga-
lembaga meliputi pemerintahan terhadap desa-desa, suku-suku,
persekutuan republik dan kerajaan-kerajaan.’

Pada awal kemerdekaan keberadaan Desa dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sudah diakui keberadaannya.® Sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara

Indonesia terbagi atas daerah-daerah. Daerah-daerah itu mempunyai

JUe3Ing jo AJIs1aAruq) drure[sy ajejg

007) h.

neny wisey JrreAg

* Amin Suprihatini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (Klaten: Penerbit Cempaka Putih,
18

> Dasril Rajab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) h.144

® Emilda Firdaus, Badan Permusyawaratan Desa dalam Tiga Periode Pemerintahan di

ndonesia, (Jurnal lImu Hukum: Vol. 2, No.2) h. 9-13



‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z

NVIE VISNS NIN
o0

&

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebuuaday ueyibniaw yepn uedynbuad *q

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

b

2,

¢

h

:18quuns ueyingaAuswl uep ueywniuesusw edue) 1ul SNy eA1ey ynunigs neje uelibeqgas dinpnbusw Buele|iq 'L

0/

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang
bersifat istimewa. Kemudian pada era Orde Baru dibentuklah Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada era ini
terdapat lembaga tempat menyalurkan pendapat masyarakat yang disebut
dengan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Kemudian pada era reformasi
berkembanglah pelaksanaan otonomi daerah ketika desentralisasi dan
demokrasi digaungkan sedemikian rupa, menyusul lahirnya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menegaskan bahwa Desa tidak lagi merupakan wilayah administratif,
melainkan menjadi daerah yang bersifat mandiri.’

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memaparkan
bahwa lembaga kemasyarakatan Desa mendampingi Pemerintah Desa
untuk mewujudkan good governance dengan cara self-governing
community yaitu sebuah komunitas yang mengurus urusannya sendiri,
sehingga pembangunan dan pemberdayaan Desa dilakukan oleh dan untuk
Desa.® Hubungan antarlembaga di Desa berbentuk kemitraan bukan lagi
konfrontatif. Pemerintahan Desa memiliki jaringan yang dikelola meliputi
Pemerintah Desa, lembaga swasta, dan kelompok masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wujud dari
penyelenggaraan pemerintah desa di daerah otonom. Sebagai salah satu
unsur dari penyelenggaraan desa, BPD melaksanakan pemerintahan

demokratis yang melibatkan masyarakat di desa. BPD adalah lembaga

Nery Wisey] 8121{5 uej[ng Jo AJISISATU() dTWIR[S] 3}B}G

7 -
Ibid, h. 13
® Nata Irawan, Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa (Jakarta: Yayasan Pustaka

bor Indonesia, 2017) h.30-31
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yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis®

Hadirnya BPD sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan
desa. Sebab BPD mengimbangi Kepala Desa dan saling bekerja sama
sebagai penyalur aspirasi masyarakat. BPD bekerja sebagai lembaga
legislatif di tingkat desa, sedangkan pemerintah desa dan perangkat desa
lainnya bekerja sebagai lembaga eksekutif. Pembentukan BPD pun dipilih
secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah
perwakilan yang terdiri dari perwakilan anggota masyarakat di desa
tersebut. Badan Permusyawaratan Desa hadir untuk memberikan fungsi
kontrol yang kuat kepada Kepala Desa dan sebagai lembaga legislatif di
tingkat Desa.™®

Berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, BPD
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menggali aspirasi masyarakat;

b. Menampung aspirasi masyarakat;

c. Mengelola aspirasi masyarakat;

d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;

e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;

uej[ng Jo AJISISATU) dTWIR[S] 3}B}G

B

1ehg

D

nery wisey J1

® pasal 1 Angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang

adan Permusyawaratan Desa

19 Risman Guntoro dan Abdul Mutholib, Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan

esa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran
abupaten Pangandaran (Jurnal Moderat: Vol. 1, No.1, 2015) h.67
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f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;

Pasal diatas merupakan landasan bagi BPD untuk melaksanakan
tugasnya. Tugas-tugas tersebut tentu bertujuan untuk mewujudkan
demokrasi yang ada di desa. Sebagian besar tugas BPD adalah untuk ikut
melibatkan masyarakat dan menampung aspirasi masyarakat yang dapat
membantu mencapai kemakmuran bersama. Kerjasama yang baik antara
BPD serta lembaga desa lainnya bersama Kepala Desa dalam menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat menciptakan harmonisasi untuk
mencapai pemerintahan yang baik di desa.

BPD dalam tugasnya untuk menggali, menampung, mengelola dan
menyalurkan aspirasi masyarakat di desa sebagaimana yang diuraikan
diatas, ternyata tidak sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya,
sebagaimana di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.
Fakta yang terlihat di lapangan bahwa BPD Desa Deluk masih belum
melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa
khususnya dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.* Sampai saat ini
masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara
menyampaikan aspirasi mereka kepada BPD. Di sisi lain ada masyarakat
yang sudah melaporkan permasalahan berupa turah beton yang pecah
kemudian disampaikan  kepada BPD, namun tidak kunjung ada

pergerakan atau respon dari BPD dan Pemerintah Desa.'? Sehingga tugas

Nery Wisey] %um(?\s uej[ng Jo AJISISATU) DTWIR[S] 3}e}G

“Hasil Wawancara dengan Fatimah, Masyarakat Desa Deluk Kecamatan Bantan

abupaten Bengkalis pada 21 Februari 2021

Hasil Wawancara dengan Bapak Jepri, masyarakat Desa Deluk Kecamatan Bantan

abupaten Bengkalis pada 21 Februari 2021
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BPD dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi
masyarakat belum terlaksana sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa. Hal ini tentu menimbulkan masalah, sehingga
membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian lebih mendalam
dengan judul “PELAKSANAAN TUGAS BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEWUJUDKAN
ASPIRASI MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA

DELUK KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS”

. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk
lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu
memberikan batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembatasan dalam
karya ilmiah ini difokuskan kepada pelaksanaan tugas Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis dalam mewujudkan aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan

Permusyawaratan Desa.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas,

maka penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun

2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas Badan

Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan untuk:

1)

2)

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan
Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018
tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pelaksanaan
tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam mewujudkan
aspirasi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis.

b. Penelitian ini bermanfaat sebagai:
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1) Manfaat teoritis yaitu penelitian diharapkan dapat membantu
memacu perkembangan pengawasan dari suatu kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah, minimal memperkaya dan menambah
hasil-hasil penelitian di bidang hukum tata negara.

2) Manfaat praktis yaitu penelitian ini dapat diharapkan menjadi
bahan masukan bagi Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam
mewujudkan aspirasi masyarakat.

3) Manfaat akademis yaitu sebagai sarana untuk mendapatkan
gelar Sarjana Hukum pada Strata 1 di Prodi IImu Hukum,
Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau. Dan penelitian ini diharapkan menjadi
bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis

yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode
dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu
methodos yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan
kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk
memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk
menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah
dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu

proses pengumpulan dan analis data yang dilakukan secara ilmiah, baik
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bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-

eksperimental, interaktif maupun non interaktif.**

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa metode penelitian
adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode
ilmiah."

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan
identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam
masyarakat.”®> Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian
yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu,
keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran
suatu gejala lain dalam masyarakat.
2. Lokasi Penelitian
Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan
di Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi
tersebut sebagai lokasi penelitian ialah karena adanya fenomena dalam

pelaksanaan tugas yang ada pada Badan Permusyawaratan Desa

élng Jo AJ1SI9ATU() DTUWIB]S] 3JB1G

Nery Wisey] JUIJEAS ue

13 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: Prenada
edia Group, 2018) h.2

™ Ibid, h. 3

1> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Rajawali Pers, 1982) h. 51

*Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
ers, 2010) h.25
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Berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang

Badan Permusyawaratan Desa.

. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti.
Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi
dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-
kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel
adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.*’

Populasi ~ dalam  penelitian  adalah  Ketua  Badan
Permusyawaratan Desa sebanyak 1 orang, Anggota Badan
Permusyawaratan Desa sebanyak 4 orang, Masyarakat Desa Deluk
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun teknik pengambilan
sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang
diperkirakan memiliki sangkut paut dengan sifat-sifat populasi yang
ada.’® Ciri-ciri sampel yang akan penulis ambil adalah setiap unsur
masyarakat yang pernah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan
olen BPD maupun yang pernah terlibat langsung dalam Musyawarah

Desa.

Nery Wisey] %um(s uelng jo AJISISATU() dIWR[S] 3}e}G

17 H
Ibid, h. 119
¥ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2016, Cet.
e-15) h. 116
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Tabel 1.1
Populasi dan Sampel
No Jenis Populasi Populasi | Sampel Persentase
Ketua Badan
1 Permusyawaratan 1 1 100%
Desa Deluk
Anggota Badan
2 Permusyawaratan 4 4 100%
Desa Deluk
Masyarakat Desa
3 1415 42 3%

Deluk

Sumber: Data Olahan 2021

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan

respoden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam

bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluaan penelitian

yang dimaksud.

Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini

bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:*°

a. Data Primer

Pengambilan data primer vyaitu data yang diperoleh

langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil

penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi, dan

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G

19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.
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angket guna memperoleh data yang berhubungan dengan
permasalahan yang diteliti.?°
Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-
buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil
penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi,
makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.”* Adapun
data sekunder terbagi lagi menjadi tiga:
1) Bahan hukum primer
Yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas yang
kuat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan
resmi, dan putusan hakim.?? Dalam penelitian ini bahan
hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa
2) Bahan hukum sekunder
Yaitu semua publikasi tentang hukum yang
merupakan dokumen yang tidak resmi. Seperti buku-buku
teks yang membicarakan permasalahan hukum; skripsi,
tesis, dan disertasi hukum; jurnal-jurnal hukum; atau

komentar-komentar atas putusan hakim.?

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dIWR[S] 3}e}G
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3) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan hukum vyang berasal dari kamus,
ensiklopedia, jurnal, atau surat kabar dan sebagainya.
5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan dan
mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki** langsung
ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan
sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

b. Wawancara, adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang
berlangsung secara lisan dengan mendengarkan langsung informasi-
informasi yang diperlukan kepada dua orang atau lebih secara tatap
muka.?

c. Angket, yaitu suatu daftar berisikan rangkaian pertanyaan mengenai
suatu masalah atau bidang yang akan di teliti. Untuk memperoleh
data, angket disebarkan kepada responden.?

d. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-
buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan
diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat
melengkapi data dalam penelitian.

6. Sifat dan Pendekatan Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan ialah Deskriptif Analitis. Sifat

penelitian Deskriptif Analitis merupakan penelitian yang menggunakan

neny wisey JureAg uejng jo AJISIaAIU() dIWR[S] 3}e}G

24 Op.Cit, Cholid Narbuko, Abu Achmadi, h. 70
2 pid, h. 83
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peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan teori-teori
hukum. Teori-teori hukum tersebut menjadi objek penelitian, begitu
pula dengan pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan
dengan objek penelitian.”” Sedangkan pendekatan yang penulis lakukan
dalam penelitian ini adalah pendekatan efektivitas hukum yaitu
penelitian yang membahas pengoperasian hukum didalam masyarakat.?
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data
menjadi sekumpulan informasi sehingga dapat dipahami dan berguna
untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Teknik analisis data
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis
kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun
secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta
menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-

hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.?

neny wisey JureAg uejng jo AJISIaAIU() dIWR[S] 3}e}G
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20p Cit, Soerjono Soekanto, h. 252.
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Deluk

1. Sejarah Desa Deluk

Sejarah dalam penamaan suatu tempat atau suatu daerah
merupakan upaya untuk menjelaskan asal-usul nama suatu tempat
atau suatu daerah. Lazimnya nama suatu daerah muncul
berdasarkan fenomena alam, suatu peristiwa, atau hal-hal istimewa
yang pernah terjadi di masa lampau. Pada zaman penjajahan
Belanda, wilayah Deluk menjadi tempat peperangan antara pejuang
nusantara dengan para penjajah. Pada suatu ketika ada hal yang tak
biasa terjadi. Saat penjajah Belanda menjatuhkan bom yang sangat
besar di wilayah pantai Deluk, ternyata tidak ada suara ledakan
yang seharusnya terdengar keras. Sehingga masyarakat setempat
banyak yang delok-delok (melihat-lihat) ke arah bom tersebut
dijatuhkan untuk mengetahui apa yang terjadi. Atas dasar itulah
wilayah tersebut dinamakan Deluk.*

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 506
tentang Penunjukan Jabatan Kepala Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis, maka secara resmi Deluk terbentuk menjadi

Desa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G
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Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2012

tentang Pembentukan Desa Deluk Kecamatan Bantan.

Kondisi Geografis Desa Deluk
Secara geografis, Desa Deluk adalah salah satu Desa di
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis yang mempunyai luas
wilayah 1598,4 Ha. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa
peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum,
pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan
yang diperuntukkan, untuk perumahan kurang lebih sekitar 70-80
Ha, untuk fasilitas jalan sekitas 41 Km, untuk pemakaman umum
0,5 Ha, sedangkan lahan untuk aktifitas pertanian sekitar 45 Ha,
untuk hutan mangrove sekitar 30 Ha, untuk wilayah pasang surut
sekitar 200 Ha, untuk fasilitas umum sekitar 5 Ha.
Dilihat dari topografi, wilayah Desa Deluk terdiri dari:
a. Tipologi:
Tipologi Desa adalah kondisi spesifik keunggulan
potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan
potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana
dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan
masyarakat berdasarkan Kkarakteristik keunggulan
komparatif dan kompetitif dari setiap desa.** Adapun

secara tipologi, Desa Deluk merupakan Desa

Nery Wisey] Juum(s uej[ng Jo AJISISATU() DTWIR[S] 3}e}G
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kepulauan, Desa pantai/pesisir, dan Desa perbatasan
dengan negara lain.
b. 1klim
Iklim merupakan kondisi cuaca yang kemudian disusun
dan dihitung dalam bentuk rata-rata kondisi cuaca
dalam kurun waktu tertentu yang relatif lama. Adapun
iklim di Desa Deluk adalah sebagai berikut:
1) Curah hujan : 2000-3000 Mm
2) Jumlah bulan hujan  : 5 bulan
3) Suhu harian :23C-30C
4) Bentang Wilayah : Datar
Dilihat dari administrasi, Desa Deluk terletak di wilayah:
a. Batas Desa:
1) Sebelah Utara : Selat Malaka
2) Sebelah Timur : Desa Selat Baru
3) Sebelah Selatan : Desa Bantan Tua
4) Sebelah Barat : Desa Jangkang
b. Orbitrasi:
1) Berada di Ibu Kota Kecamatan
2) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan adalah 15 Km
3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan adalah 10

Menit

4) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten adalah 20 Km
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5) Lama tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 20

Menit

1. Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam pelaksanaan pembangunan Desa, data statistik

penduduk dapat menjadi penentu arah kebijakan kegiatan Desa.

Adapun struktur penduduk pada wilayah Desa Deluk sebagai berikut:

Tabel 11.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki-laki 758
2 | Perempuan 657
Jumlah 1415

Sumber: Profil Desa Deluk 2020

Tabel 11.2

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No Kelompok Umur (Thn) Jumlah
1 0-4 113
2 5-9 137
3 10-14 124
4 15-19 113
5 20-24 122
6 25-29 119
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7 30-34 138
8 35-39 106
9 40-44 98
10 45-49 110
11 50-54 69
12 55-59 51
13 60-64 49
14 65-69 34
15 70-74 14
16 >75 18
Jumlah 1415

Sumber: Profil Desa Deluk 2020

Kependudukan Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata Pencaharian masyarakat Desa Deluk secara umum
diidentifikasikan ke dalam beberapa bidang seperti Petani, Buruh
Harian Lepas, Wiraswasta, Nelayan, Buruh Tani, Buruh Nelayan,
PNS/POLRI/Guru, Karyawan Swasta, Karyawan Honorer, Pedagang,

Buruh Bangunan/Tukang, Mekanik, Konstruksi.

Tabel 11.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
No Jenis Pekerjaan Jumlah
1 | Petani/Pekebun 116
2 | Buruh Harian Lepas 77
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3 | Wiraswasta 85
4 | Mengurus Rumah Tangga 329
5 | Nelayan/Perikanan 74
6 | Perdagangan 2
7 | Karyawan Swasta 8
8 | PNS 4
9 | Guru 9
10 | Karyawan Honorer 6
11 | Buruh Tani 11
12 | Mekanik 1
13 | Buruh Nelayan 3
14 | Konstruksi 0
15 | Lain-lain 690
Jumlah 1415

Sumber: Profil Desa Deluk 2020

Kependudukan Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan menjadi hal penting dalam memajukan tingkat
kesejahteraan umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya.
Tingkat pendidikan yang tinggi dapat mendongkrak kecakapan SDM.
Sebab pendidikan biasanya dapat mempertajam pola pikir individu

dan berefek pada mudah menerima dan mencerna informasi.

Tabel 11.4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan
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No Pendidikan Laki-laki Perempuan
1 | Tidak/Belum Sekolah 98 104
2 | Belum/Tidak Tamat Sekolah 100 67
3 | SD/Sederajat 220 195
4 | SLTP/Sederajat 119 89
5 | SLTA/Sederajat 185 163
6 | Diplomal/ll 6 -
7 | Diploma Il 11 12
8 | Diploma IV/S1 19 26
9 | S2 0 1

Jumlah 758 657

Sumber: Profil Desa Deluk 2020

C. Gambaran Umum Pemerintahan dan Kelembagaan Desa Deluk
Pemerintahan  Desa merupakan penyelenggaraan  urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang termasuk
kedalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia®* Adapun
pemerintahan dan kelembagaan yang ada di Desa Deluk adalah sebagai
berikut:
1. Pemerintah Desa Deluk
Pemerintah Desa Deluk terdiri atas Kepala Desa dibantu oleh
Perangkat Desa. Berikut struktur Pemerintah Desa serta

Perangkat Desa:

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G

%2 pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
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Nama-Nama Pemerintah dan Perangkat Desa Deluk

No Nama Jabatan

1 | Azman, S.Ag Kepala Desa

2 | Nanang Gunawan, A.Md Sekrrtaris Desa
3 | Sayed Murdianto Kasi Pemerintahan
4 | Azmi Kasi Kesejahteraan
5 | Upik Sugiarti, ST Kaur Keuangan
6 | sari Elzawat Raut Betencanaan Tots
7 | Susila, SE, Sy Staf

8 | Mariam Marlina, A.Md Staf

9 | Nurul Atika, A.Md.Kom Staf

10 | Nur Amaliah, S.Pd.I Staf

11 | Adam Fauzi Staf

12 | Nurhafiza, SE Staf

13 | Nelly Agus Tantiana, S.Akun Staf

14 | Tuti Alawia, S.Km Staf

15 | Fitria Staf

16 | Rohaya Staf

17 | Saliza Staf

18 | Arian Hidayat, S.Sos Staf

Sumber: Profil Desa Deluk 2020




‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z

b

2,

¢

NV VISNS NIN
pf0}
C
NS
=

‘nery eYsnsg NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad 'q

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

Y

:18quuns ueyingaAuswl uep ueywniuesusw edue) 1ul SNy eA1ey ynunigs neje uelibeqgas dinpnbusw Buele|iq 'L

m\}fa

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

nery wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e}G

24

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Deluk
Anggota BPD Deluk dipilih dari masyarakat Desa Deluk
berdasarkan  keterwakilan  wilayah dan  keterwakilan
perempuan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bengkalis
Nomor 346/KPTS/IX/2020 berikut adalah struktur dan nama
anggota BPD Deluk periode 2020-2026:

Tabel 11.6

Nama-Nama Anggota Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Desa Deluk

No Nama Jabatan
1 | Afrizal, S.Pd Ketua BPD
2 | Azuar Wakil Ketua BPD

3 | Nur’aisyah, S.Sos Sekretaris BPD

Ketua Urusan

4 | Nazwir, S.Pd.l Pemerintahan

Ketua Urusan

5 | Edi Darmawan
Pembangunan

Sumber: Profil Desa Deluk 2020

3. Lembaga non Perangkat Desa

b. Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ)
Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran adalah lembaga
non perangkat Desa di bidang keagamaan yang fugsinya
untuk mengoordinasi pengembangan tilawatil quran di

Desa. LPTQ Deluk terdiri atas ketua, wakil Kketua,



NVIY VISNS NIN

joiu

)=

‘nery eYsnsg NiN Jefem Buek uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad 'q

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z
‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

b

5

&
)

%0

:18quuns ueyingaAuswl uep ueywniuesusw edue) 1ul SNy eA1ey ynunigs neje uelibeqgas dinpnbusw Buele|iq 'L

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

uej[ng Jo AJISISATU() dTWIR[S] 3}B}G

25

bendaharas/sekretaris, Pembina fahmil, Pembina khotil

quran, Pembina tilawah, serta Pembina syarhil tilawah.*

Karang Taruna

Karang Taruna merupakan organisasi pengembangan
masyarakat yang dijadikan wadah bagi masyarakat untuk
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dari,
oleh, dan untuk kesejahteraan sosial masyarakat.
Kepengurusan Karang Taruna terdiri atas ketua, sekretaris,
bendahara, serta anggota yang berjumlah 11 (sebelas)

orang.*

. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Deluk

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah
lembaga yang mempunyai tugas menyusun rencana
pembangunan yang menggerakkan swadaya gotong royong
masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan
pembangunan. LPMD Deluk terdiri atas ketua, wakil,
bendahara/sekretaris,  bidang  pemerintahan,  bidang
kesejahteraan sosial, bidang keagamaan, serta bidang

kepemudaan dan olahraga.®®

93 profil Desa Deluk 2020

nery wisey j
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelaksanaan Tugas

1. Tinjauan Pelaksanaan

Pelaksanaan mempunyai beberapa istilah lain seperti
implementation, performance, application, dan law enforcement.
Pada dasarnya pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan pemerintah® yang
berbentuk peraturan perundang-undangan. Proses pelaksanaan ini
merupakan proses yang panjang dan meluas agar tercapai
penerapannya kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan kebijakan, penting untuk memperhatikan
faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan terlaksananya suatu
kebijakan. adapun faktor-fakor tercapainya keberhasilan pelaksanaan
kebijakan adalah:

a. Persetujuan, dukungan, dan kepercayaan masyarakat. Tiga
hal ini menimbulkan partisipasi masyarakat yang benar-benar
diperlukan untuk pelaksanaan peraturan secara keseluruhan.

b. Isi dan tujuan peraturan terlebih dahulu harus dimengerti
secara jelas. Pelaksana peraturan harus mampu melakukan

interpretasi  terhadap peraturan yang tepat sehingga

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G

% Suratman, dkk, Hukum dan Kebijakan Publik (Bandung: Refika Aditama, 2019) h. 219
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. mempunyai persepsi seperti yang dikehendaki oleh pembuat

peraturan.

. Pelaksana peraturan harus memiliki cukup informasi

mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai

peraturan itu.

. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan. Hal ini

mencakup pengorganisasian antara koordinasi yang baik serta
pengawasan yang efektif.
Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam

pelaksanaan peraturan.

. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang

memadai dalam pelaksanaan kebijaksanaan

Adapun sebaliknya, dalam pelaksanaan kebijakan terdapat
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kemungkinan tidak membuahkan hasil atau tidak sepenuhnya
terlaksana, maka faktor-faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan
peraturan gagal terlaksana karena antara lain:

a. Teori yang menjadi dasar peraturan tersebut tidak tepat.
Maka kemudian harus dilakukan reformulasi terhadap
peraturan tersebut.

b. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.

c. Sarana itu mungkin idak atau kurang dipergunakan

sebagaimana mestinya.

27
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. Isi dari peraturan tersebut samar-samar. Ketidakjelasan

kebijaksanaan (peraturan) dalam perundang-undangan adalah

sebab utama kegagalan pelaksanaannya.

. Ketidakpastian faktor intern dan/atau extern

Kebijaksanaan yang ditetapkan itu mengandung banyak

lubang atau celah

. Dalam pelaksanaannya kurang memperhatikan masalah

teknis

. Kurang tersedianya sumber-sumber pembantu (waktu, uang,

dan sumber daya manusia)

Untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan,

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebuuaday ueyibniaw yepn uedynbuad *q

maka diperlukan langkah yang tepat dan terstruktur. Ada tiga langkah
pokok untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan yaitu®':

a. Interpretation
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Interpretation diartikan sebagai usaha dalam memahami apa
yang dimaksud oleh pembuat kebijakan dan memahami
dengan benar tujuan yang harus diwujudkan dan harus
direalisasikan. Pelaksanaan kebijakan dapat efekif apabila
pelaksana yang bertanggung jawab mengetahui betul apa
yang harus dilakukan seperti yang diharapkan oleh pembuat

kebijakan.

Nery Wisey] %um(s uej[ng Jo AJISISATU() DTWIR[S] 3}e}G
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b. Organization

Dalam ‘organization’, sistem koordinasi dan pengendalian
disusun untuk menjaga dan memelihara arah menuju
tercapainya tujuan pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan
pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada pelaksana-
pelaksananya, di samping ingkat partisipasi masyarakat yang

dikenai kebijakan tersebut.

. Application

Yang dimaksud langkah ketiga ini adalah penerapan segala
keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan
kegiatan tertentu untuk terealisasinya tujuan kebijakan itu.
Penerapan ini dapat berbentuk programmed implementation,
yaitu menerapkan seluruh prosedur kebijakan yang
menghendaki adanya kejelasan, ketetapan, dan mencakup
keseluruhan, sehingga sekali keputusan itu diambil maka
semua prosedur harus dilaksanakan oleh seluruh badan-badan
pemerintah terkait. Adapun bentuk kedua yaitu adaptive
implementation, yaitu penerapan yang memperhatikan
keberhasilan dari tiap-tiap tahap kegiatan. Penerapan ini
memungkinkan adanya perubahan, perincian, dan peninjauan
kembali, sehingga terjadi adanya interaksi terbuka antara
kebijakan dengan susunan badan-badan pemerintah yang

bersangkutan.
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Aspek-aspek yang berpengaruh kuat dalam pelaksanaan
kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana atau
disposisi, serta kewenangan/struktur birokrasi. Berikut keempat aspek
yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan®:

a. Komunikasi
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Komunikasi merupakan aktivitas untuk menginterpretasikan
ide/gagasan yang dimaksudkan oleh pembicara kepada orang
lain melalui sistem yang lazim dimengerti seperti sinyal-
sinyal, symbol, maupun perilaku. Komunikasi menjadi salah
satu aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Jika
komunikasi berjalan baik maka akan menimbulkan dampak
yang baik dalam pelaksanaan kebijakan. Sedangkan
komunikasi yang buruk menimbulkan dampak yang buruk

bagi pelaksana dalam melaksanakan kebijakannya.

. Sumberdaya

Sumberdaya yang dimaksud adalah manusia, materi, dan
metoda. Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan secara jelas
dna konsisten dan ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya
yang mumpuni. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan
yang telah dibuat hanya menjadi dokumen secara formalitas
saja dan tidak dapat memecahkan solusi dari permasalahan

yang ada di masyarakat.

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

% Wahyudi, Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
alam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di kabupaten Kotawaringin Barat (Jurnal
Imiah Administrasi Publik: 2016) Vol. 2, h. 101
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c. Disposisi atau Sikap Pelaksana
Disposisi adalah sikap dan karakteristik yang dimiliki oleh
pelaksana kebijakan berupa komitmen, disiplin, kejujuran,
kecerdasan, dan sifat yang demokratis. Kebijakan akan
terlaksana dengan baik apabila pelaksana kebijakan memiliki
disposisi yang baik. Sedangkan apabila disposisi tidak sejalan
dengan maksud dari arah kebijakan maka pelaksanaan
kebijakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.
d. Kewenangan/Struktur Birokrasi
Kewenangan adalah otoritas pelaksana kebijakann dalam
melaksanakan kebijakan politik. Kewenangan dalam hal ini
berkaitan dengan struktur birokrasi yang yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan sesuai strata/posisi
kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan.
2. Tinjauan Tugas
Menurut Dale Yoder, “the term task is frequently used to
describe one portion or element in a job” artinya adalah tugas
digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur didalam
suatu jabatan.*® Sedangkan menurut Stone, “a task is a specific work
activity carried out to achieve a specific purpose” yang artinya tugas
merupakan suatu aktivitas pekerjaan khusus yang dilakukan untuk

mencapai suatu tujuan yang spesifik.

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G
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Berdasarkan definisi yang tertera diatas, dapat dimaksudkan
suatu jabatan tertentu memiliki aktivitas yang harus dilakukan untuk
mengembangkan jabatan tertentu. Tugas merupakan suatu aktivitas
yang menggabungkan suatu unsur atau bagian sehingga menjadi suatu
kegiatan yang lengkap dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai

dari jabatan tersebut.

B. Tinjauan Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 1 Butir 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. BPD memfasilitasi penyelenggaraan
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam upaya
meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa. Kemudian hasil dari
Musyawarah Desa dituangkan dalam keputusan untuk dijadikan dasar oleh
BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Desa yang
sifatnya strategis.

Kedudukan BPD adalah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Desa. BPD dan pemerintah Desa bekerja sama dalam
menyelenggarakan pemerintahan dengan fungsi yang berbeda dan saling

melengkapi satu sama lain. Pemerintah Desa berfungsi menyelenggarakan
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kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD
fungsinya menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa®

Anggota BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan yang
dipilih dengan cara musyawarah dan mufakat. Adapun yang disebut wakil
penduduk Desa adalah seperti ketua Rukun Warga (RW), pemanggu adat
setempat, dan tokoh masyarakat. Adapun jumlah anggota BPD dalam
ketentuannya terhitung gasal, paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan
paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang ditetapkan sesuai
dengan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa bersangkutan.**

Kelembagaan BPD terdiri atas dua yaitu**:

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

1. Pimpinan, yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1(satu) orang
wakil ketua, dan 1(satu) orang sekretaris.

2. Bidang, vyang terdiri atas bidang penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, dan
bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat
Desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, BPD memiliki fungsi

sebagai berikut*;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa BPD juga

0 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta:
rlangga, 2011) h.77

* pasal 5 Ayat (1) sampai (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun
018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
*? |bid, Pasal 68
*3 bid, Pasal 72

e3ng yo AJTISIaATU) DTWR]S] 3}E}S

nery wisey| juedg ue



NVIE VISNS NIN
o0

&

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebuuaday ueyibniaw yepn uedynbuad *q

b

2,

¢

h

0/

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

34

memiliki fungsi legislasi dan memiliki kedudukan yang sejajar
dengan Kepala Desa agar penyelenggaraan pemerintahan di
Desa menjadi seimbang.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD
memiliki wewenang untuk menjadi wadah politik bagi
masyarakat agar dapat menyampaikan ide atau gagasannya
secara terbuka dengan tujuan aspirasi yang disampaikan
masyarakat dapat terealisasi dan dikelola dengan baik demi
kemajuan Desa.

Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. UU Desa
menyatakan kedudukan BPD dan Kepala Desa sejajar dan
Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada BPD, begitupun
sebaliknya. Akan tetapi kinerja Kepala Desa dipantau oleh
BPD dalam rangka terciptanya good governance

(kepemerintahan yang baik)

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, tugas BPD adalah
sebagai berikut **:

a. Menggali aspirasi masyarakat

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z
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Penggalian aspirasi termasuk kedalam agenda kerja BPD yang
dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD. Proses
penggalian aspirasi masyarakat dilakukan dengan kegiatan

langsung bersama kelembagaan dan masyarakat Desa setempat.
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Terdapat panduan kegiatan yang minimal berisi maksud,
tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan agar lebih terarah
dan tepat sasaran. Kemudian hasil penggalian aspirasi tersebut
akan dimuat dan disampaikan dalam musyawarah BPD.*
Menampung aspirasi masyarakat

Setelah proses penggalian aspirasi masyarakat dilakukan, maka
seluruh  aspirasi  masyarakat akan ditampung, di
administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.*
Mengelola aspirasi masyarakat

Pengelolaan  aspirasi  masyarakat  dilakukan  melalui
pengadministrasian yang dilakukan oleh anggota BPD sesuai
bidangnya, vyaitu bidang pemerintahan, pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat
Desa. Kemudian dilakukan perumusan dengan cara
menganalisa aspirasi masyarakat yang ada untuk disampaikan
kepada kepala Desa. Hal ini dilakukan demi terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menghasilkan
kesejahteraan masyarakat Desa.*’

Menyalurkan aspirasi masyarakat

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam ketentuannya dilakukan

dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. Dalam bentuk lisan yang

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e
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dimaksud seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD
kepada Kepala Desa yang ikut serta dalam musyawarah BPD.*®
Menyelenggarakan musyawarah BPD

Musyawarah BPD adalah musyawarah yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menghasilkan keputusan BPD yang sifatnya
strategis seperti membahas dan menyepakati rancangan
peraturan  Desa, evaluasi laporan  penyelenggaraan
pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD,
serta usulan mengenai pemberhentian anggota BPD.*°
Menyelenggarakan musyawarah Desa

Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan
oleh BPD vyang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Dalam
pelaksanaannya musyawarah Desa dihadiri oleh BPD,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa yang dapat
memudahkan jalannya musyawarah Desa untuk membahas hal-
hal yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan
pemerintahan Desa.

Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD yang
terdiri atas Perangkat Desa serta unsur masyarakat. jumlah
anggota panitia dapat disesuaikan dengan anggaran biaya dan

tugas yang dibebankan. Panitia pemilihan Kepala Desa
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bertanggungjawab kepada BPD serta dinyatakan bertugas dan
diberhentikan dengan keputusan BPD.>®

Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan
Kepala Desa antarwaktu;

Penyelenggaraan musyawaraha khusus ini dilakukan untuk
mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia
berikutnya yang dipilih dan disahkan menjadi calon Kepala
Desa terpilih. Forum musyawarah Desa khusus akan
menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia yang
kemudian disampaikan kepada BPD. setelah itu BPD akan
menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil
pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.>

Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa

BPD bekerja sama dengan Kepala Desa bertugas untuk
membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh BPD dan/atau
Kepala Desa. Pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam
notulen musyawarah.>?

Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
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%0 Buku Panduan BPD oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018, dari
ttp://vwxé\iv.idrap.or.id/docs/buku/Buku—Panduan—BPD—2018.pdf diakses pada 03 Juni 2021, h. 28
Ibid, hal. 29
%2 peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
ermusyawaratan Desa, Pasal 80 Ayat (1) sampai (5)
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Pengawasan yang dilakukan BPD adalah berupa monitoring
dan evaluasi, yaitu melakukan identifikasi kinerja Kepala Desa
dan membandingkan antara realisasi masukan (input), keluaran
(output), dan hasil (outcome) terhadap kinerja Kepala Desa.
Hasil dari pengawasan tersebut menjadi bagian dari laporan
kinerja BPD.>

Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Evaluasi laporan keterangan penyelenggaran Pemerintahan
Desa yang dilakukan oleh BPD berupa evaluasi atas kinerja
Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Untuk menilai
capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). BPS
dalam menjalankan tugasnya mengevaluasi kinerja Kepala
Desa harus berpegang pada prinsip demokratis, responsif,
tranparansi, akuntabilitas dan objektif.>*

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya

Upaya dalam menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa maupun lembaga Desa lainnya dapat

dilakukan BPD dengan mengusulkan kepada Kepala Desa

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dIWR[S] 3}e}G
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untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan
Desa (FKAKD) vyang tugasnya untuk menyelesaikan
permasalahan aktual yang ada di Desa.*

m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BPD memiliki hak untuk berbuat sebagaimana ditentukan oleh

peraturan perundang-undangan yaitu®:

1. Mengawasi Pemerintah Desa dan meminta keterangan
mengenai  penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
dilakukan oleh Pemerintah Desa

2. Menyampaikan pendapat berdasarkan kepurusan BPD atas
penyelenggaraan  Pemerintahan Desa, termasuk juga
didalamnya pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD berhak
mendapatkan biaya operasional dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes)

Sebagai sebuah lembaga yang diberikan hak, BPD juga memiliki

kewajiban yang harus dipenuhi yaitu®’:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
UUD 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

NKRI
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Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan
pribadi, kelompok, dan/atau golongan

Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat
Desa

Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan
lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan  penyelenggaran  Pemerintahan Desa serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa

berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

Di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD berwenang

Mengadakan  pertemuan  dengan  masyarakat  untuk
mendapatkan aspirasi

Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa
secara lisan dan tertulis

Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi
kewenangannya

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e)G

%8 |bid, Pasal 99



NVIY VISNS NIN

joiu

)=

‘nery eysng NiN Jefem Buek uebuuaday ueyibniaw yepn uedynbuad *q

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z
‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘uenauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad ‘e

b

5

&
)

%0

:18quuns ueyingaAuswl uep ueywniuesusw edue) 1ul SNy eA1ey ynunigs neje uelibeqgas dinpnbusw Buele|iq 'L

Buepupn-Buepun 1Bunpuig edi yeH

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

nery wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dDIWR[S] 3}e}G

5.

10.

11.

12.

13.

41

Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa
Mengawal aspirasi masyarakat menjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik

Menyusun peraturan tata tertib BPD

Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat
insidentil kepada Bupati melalui Camat

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya
operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk
dialokasikan dalam rancangan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Desa (APBDes)

Mengelola biaya operasional BPD

Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa (FKAKD) kepada Kepala Desa
Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka

monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa
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Hubungan antara BPD dan Kepala Desa ialah merupakan
hubungan kemitraan, koordinanatif, dan konsultatif®®. Kemitraan yaitu
BPD bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati
peraturan Desa; koordinatif yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan
menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala
Desa; konsultatif yaitu BPD menjadi wadah untuk menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat.

. Tinjauan Tentang Mewujudkan Aspirasi Masyarakat

Aspirasi merupakan suatu cita-cita atau keinginan yang ditandai
dengan suatu usaha untuk meraih sesuatu yang dipandang lebih bernilai
dari apa yang terjadi dalam keadaan saat ini. Aspirasi mengarahkan
aktivitas individu untuk lebih fokus kepada tercapainya tujuan tertentu®
Dalam pengertian lain, aspirasi berarti hasrat, harapan, maksud tujuan
yang ingin diraih dan diperjuangkan seseorang.®® Aspirasi dapat berupa
dua definisi, yaitu ide maupun peran struktural. Adapun dalam bentuk ide
yang merupakan gagasan/ide verbal dari masyarakat dalam bentuk usulan
kegiatan untuk mewujudkan pembangunan. Aspirasi juga dapat berupa

peran struktural,> dimana membutuhkan keterlibatan langsung dalam

uejn

©

Nery Wisey] SJPI{S

% |bid, Kajian Akademik Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
% Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka

ipta,2003) h. 183

®! Reber S.A dan Reber S.E, Kamus Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) h. 72
%2 Budi Purwoko, Buku Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling (Surabaya:

nesa University Press, 2008) h.35
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suatu kegiatan. Berdasarkan sifatnya, aspirasi dapat dibedakan menjadi
dua yaitu®®:

1. Aspirasi Positif

Aspirasi positif merupakan keinginan atau harapan yang datang
dari masyarakat untuk meraih sesuatu. Orang yang memiliki
aspirasi positif ialah mereka yang menginginkan sesuatu yang
lebih baik dan lebih tinggi dari keadaan saa ini. Aspirasi positif
menitikberatkan kepada keinginan untuk mencapai sesuatu yang
belum tercapai sehingga bertujuan mencapai keadaan yang lebih
baik.

Aspirasi Negatif

Aspirasi negatif adalah keinginan untuk mempertahankan apa
yang sudah dicapai saat ini, sehingga tidak ada keinginan untuk
meningkatkan apa yang sudah tercapai. Hal ini menitikberatkan
kepada mempertahankan keadaan yang sudah ada dan tidak
menuntut perubahan.

Berdasarkan tujuannya, aspirasi masyarakat dibedakan menjadi

dua jenis, yaitu®:

1. Aspirasi Langsung

Aspirasi langsung merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin

dicapai seseorang pada waktu dekat atau dalam jangka waktu

neny wisey JureAg uejng jo AJISISAIU() dIWR[S] 3}e}G

83 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan (Jakarta:Erlangga, 2010) h.265
* Ibid, h 256
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pendek. Hal ini menitikberatkan kepada waktu tercapainya tujuan
disampaikannya aspirasi tersebut yaitu dalam jangka waktu dekat.
2. Aspirasi Jauh
Aspirasi jauh merupakan keinginan atau cita-cita yang ingin
disampaikan oleh seseorang dengan tujuan yang ingin dicapai
dalam jangka waktu panjang. Hal ini menitikberatkan kepada
waktu tercapainya tujuan yaitu untuk masa yang akan datang.
Dalam menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, ada beberapa metode yang efektif dan dapat

diterapkan oleh BPD diantaranya ialah®:

nery ejysng NN Y!lw eldio ey @

1. Menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) melibatkan
peserta yang terdiri dari anggota BPD, Pemerintah Desa, serta
perwakilan dari masing-masing kelompok masyarakat yang
ada di Desa tersebut. Musdes merupakan forum resmi dimana
masyarakat dapat mengeluarkan aspirasi kepada Pemerintah
Desa melalui BPD.

2. Menyediakan Rumah  Aspirasi untuk  memudahkan
masyarakat Desa dalam mengutarakan aspirasi mereka.
Rumah aspirasi dapat berupa balai desa atau ruang serbaguna
tempat masyarakat Desa biasanya berkumpul untuk
musyawarah, atau jika memungkinkan dapat dilakukan di

kantor BPD.

% Riken Kalalo, Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi
asyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan, Jurnal Skripsi, h. 7-8
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3. Interaksi secara langsung dengan masyarakat Desa. Anggota
BPD merupakan lembaga yang diwakili oleh masyarakat
Desa, sehingga dapat dipasikan telah mengenal karakter
masyarakat dan seluk beluk Desa tersebut. Lembaga BPD
harus dapat mengakomodir seluruh aspirasi dari masyarakat.
oleh karena itu interaksi secara langsung dengan masyarakat

Desa sangat diperlukan.

D. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9

Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan
Permusyawaratan Desa adalah pengaturan lanjutan dari Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan
Desa yang tertera dalam Pasal 73. Peraturan Daerah ini dibuat untuk
mengoptimalkan  lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang
melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya terdiri atas wakil dari
penduduk Desa yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan
perempuan dan ditetapkan secara demokratis.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yyang berdasarkan asas-asas
pemerintahan yang baik. Hal ini sejalan dengan asas pengaturan Desa yang
dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Seperti kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib

kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas
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dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dengan
mengoptimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki
hubungan kemitraan dengan pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan yang lebih terperinci
mengenai: (1) Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; (2) Tata cara
pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dapat dipilih
dengan dua cara yaitu secara langsung atau melalui musyawarah
perwakilan; (3) Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa pada
saat pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota Badan
Permusyawaratan Desa; (4) Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa;
(5) Fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa; (6) Hak, kewajiban

dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga Desa yang

keanggotaannya dipilih dari masyarakat Desa yang bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah maupun keterwakilan wanita,
memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan Desa salah
satunya dengan bertugas mewujudkan aspirasi dari masyarakat.
Peraturan perundang-undangan mengatur tugas BPD dari segi
mewujudkan aspirasi masyarakat yang terbagi atas 4 (empat) tahapan
yaitu: menggali; menampung; mengelola; dan menyalurkan aspirasi
masyarakat. Hasil penelitian yang ditemukan bahwa Badan
Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam pelaksanaan tugasnya
dalam mewujudkan aspirasi masyarakat seperti: (i) Belum
maksimalnya penggalian aspirasi yang seharusnya melakukan
kunjungan kepada masyarakat; (ii) Belum maksimalnya menampung
aspirasi masyarakat; (iii) Belum maksimalnya mengelola aspirasi
masyarakat karena tidak ada pengadministrasian pada buku data
aspirasi masyarakat; (iv) Belum maksimalnya menyalurkan aspirasi
masyarakat

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPD Deluk dalam

mewujudkan aspirasi masyarakat sehingga kurang optimal berasal dari
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internal maupun eksternal. Faktor internalnya ialah: (i) Kurangnya
koordinasi yang baik antara Badan Permusyawaratan Desa dengan
Kepala Desa; (ii) Badan Permusyawaratan Desa Deluk tidak
memahami keempat tahapan dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Adapun faktor eksternalnya ialah: (i) Masyarakat tidak mengetahui
pentingnya menyampaikan aspirasi untuk meningkatkan kesejahteraan
Desa; serta (ii) Pemahaman bahwa masyarakat memiliki hak dalam

menyampaikan aspirasi tidak merata.

B. Saran
Demi Optimalnya pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan
Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam mewujudkan
aspirasi masyarakat, penulis memiliki beberapa saran:

1. Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis perlu melakukan pendekatan secara
personal kepada masyarakat untuk dapat melibatkan
masyarakat dalam urusan Pemerintahan Desa. Sebagai
lembaga yang menjembatani aspirasi masyarakat agar sampai
kepada Pemerintah Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa
Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis memiliki
peran penting untuk memahami kondisi sosial yang ada di
tengah-tengah masyarakat sehingga membentuk kepercayaan
masyarakat terhadap instansi pemerintahan khususnya

lembaga/instansi pemerintahan Desa.
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2. Elemen Pemerintah Desa yakni Kepala Desa dan Perangkat

Desa hendaknya melakukan koordinasi dengan Badan
Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis mengenai hal-hal apa saja yang menjadi tugas dan
apa saja ruang lingkup yang menjadi kewenangan masing-
masing instansi/lembaga pemerintahan. Peraturan perundang-
undangan menyebutkan hubungan kemitraan antara Kepala
Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis agar terjalin hubungan yang
saling bekerja sama dan bahu-membahu demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat. Penyediaan sarana prasarana dan
kemudahan mengakses informasi sangat diperlukan agar
masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum
yang merata.

Masyarakat yang memberikan andil paling berpengaruh untuk
terlaksananya tugas Badan Permusyawaratan Desa Deluk
Kecamatan Bantan Kabupaten Begkalis, diharapkan dapat
mengambil peran dalam sistem ketatanegaraan di tingkat Desa
dengan menjadi penyampai aspirasi yang baik. Pemahaman
akan hukum menjadi penting untuk diketahui oleh masyarakat
Desa agar fungsi dan tugas instansi/lembaga pemerintahan di

Desa terlaksana dengan optimal. Peran aktif dan partisipasi
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masyarakat sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yakni

kesejahteraan masyarakat Desa.
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l. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

A. Angket ini semata-mata untuk penelitian ilmiah dan tidak akan
merugikan status, harkat dan martabat anda.

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini sesuai dengan
keadaan anda dengan memberi tanda silang (x) pada kolom yang
tersedia.

C. Jawaban anda dijamin kerahasiannya.

D. Terimakasih atas partisipasi anda, semoga bermanfaat.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama
Umur

Pekerjaan
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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NARASUMBER

Wawancara ini diperuntukkan kepada:

A. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan
Kabupaten Bengkalis

B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa Deluk Kecamatan Bantan

Kabupaten Bengkalis

PERTANYAAN-PERTANYAAN

No Pertanyaan Jawaban
Apakah Bapak/Ilbu mengetahui tahapan penyerapan

! aspirasi masyarakat yang menjadi tugas BPD?
Apa yang dilakukan BPD Deluk dalam menyerap aspirasi

2 masyarakat?
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Menimbang

Mengingat

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKLAIS
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Badan Permusyawaratan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Provinsi Sumatera tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539} sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
=y kg
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5.

2

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan
BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten

Bengkalis.

. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Wilayah

Kabupaten Bengkalis.

. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang

disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, Kkepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

. Badan Permusyawaratan Desa vyang selanjutnya

disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.
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9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah Musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang  diselenggarakan oleh  Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses
monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan
tugas Kepala Desa.

11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
yvang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut
dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada
BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam
satu tahun anggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk
memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai
lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan
Desa.

Pasal 3
Tujuan Pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk :

a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan

c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata Kkelola
pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Keanggotaan, pemilihan anggota dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. peraturan tata tertib BPD;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pendanaan.

BAB Il
KEANGGOTAAN BPD

Pasal 5

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan
perempuan yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis melalui proses pemilihan secara langsung
atau musyawarah perwakilan.
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(2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit
5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(3) Penetapan jumlah anggota BPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah
penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

(4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan wilayah dalam Desa seperti wilayah Dusun,
RW atau RT.

Pasal 6

Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (3) sebagai berikut :

a. Jumlah penduduk dibawah 2.500 (dua ribu lima ratus)
jiwa, jumlah anggota BPD nya berjumlah 5 (lima) orang;

b. Jumlah penduduk 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa
sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah anggota
BPD nya berjumlah 7 (tujuh) orang;

c. Jumlah penduduk di atas 5.000 (lima ribu) jiwa, jumlah
anggota BPD nya berjumlah 9 (sembilan) orang;

Pasal 7

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan melalui:

a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
wilayah; dan

b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
perempuan.

Pasal 8
Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a
dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari
unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.

(1

—

(2

Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan
dalam Desa.

Wilayah  pemilihan dalam Desa  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup Dusun dalam
Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan
Jjumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

(4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Dusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara
proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

(3

-

Pasal 9

(1) Tata cara penetapan jumlah anggota BPD secara
proporsional dari masing-masing Dusun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) adalah sebagai berikut

JP Dusun
JP Desa

Jih anggota

X WBPFD=1WH = Bpp Dusun
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(2) Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat angka di belakang koma yang memiliki
nilai antara 01 sampai dengan 50, maka
pembulatannya adalah ke bawah dan jika angka
dibelakang koma memiliki nilai antara 51 sampai
dengan 99, maka pembulatannya adalah ke atas.

Pasal 10

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan
perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang
perempuan sebagai anggota BPD.

(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi
syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan
dalam menyuarakan dan memperjuangan kepentingan
perempuan.

(3) Pemilihan wunsur wakil perempuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan
warga Desa yang memiliki hak pilih.

BAB IV
PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian kesatu
Umum

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 11

(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal § ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas
unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang
dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah §
(lima) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 7
(tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat
Desa sebanyak |1 (satu) orang dan unsur
masyarakat sebanyak 6 (enam) orang;

b. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 7
(tujuh) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah 9
(sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat
Desa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur
masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang;

c. untuk anggota BPD yang akan dipilih berjumlah 9
(sembilan) orang, Panitia yang ditetapkan berjumlah
11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat
Desa sebanyak 3 (tiga) orang dan unsur
masyarakat sebanyak 8 (delapan) orang;
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(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan wakil dari Dusun dan ditetapkan secara
proporsional yang memperhatikan jumlah penduduk
pada masing-masing Dusun dengan rumusan sebagai
berikut :

JP Dusun - 1lh Panitia yang berasal
JP Desa % UM dari Dusun

(4

Jika hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdapat angka di belakang koma yang
memiliki nilai antara 01 sampai dengan 50, maka
pembulatannya adalah ke bawah dan jika angka
dibelakang koma memiliki nilai antara 51 sampai
dengan 99, maka pembulatannya adalah ke atas,

Pasal 12
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
terdiri dari :
a. Ketua dijabat oleh anggota yang berasal dari
Perangkat Desa;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Anggota.
(2) Sekretaris dan Bendahara Panitia Pengisian Anggota

BPD dipilih oleh anggota Panitia Pengisian Anggota BPD
yvang telah ditunjuk sebelum ditetapkan keputusan
Kepala Desa.

3

-

Panitia Pengisian Anggota BPD mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoordinasikan,
menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Kepala Desa;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. menetapkan KPPS melalui surat keputusan Panitia
Pengisian Anggota BPD;

ks

e. mensosialisasikan kepada KPPS dan masyarakat
Desa tentang pelaksanaan pemilihan anggota BPD;

f. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon;

g menetapkan calon yang telah memenuhi
persyaratan;

h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

i. menetapkan tata cara dan pengawasan pelaksanaan
kampanye;

j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan tempat pemungutan suara;
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k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;

1. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan

m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

Pasal 13

Biaya pemilihan anggora BPD berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

Pasal 14
KPPS bertugas:
a. melaksanakan proses pemungutan suara di TPS.
b. Melakukan penghitungan suara di TPS.

c. Melaporkan hasil penghitungan suara paling lama 1
(satu) hari setelah penghitungan suara.

d. Menyampaikan undangan kepada pemilih.

Pasal 15

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal
calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

(1

—

(2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat
di tetapkan sebagai calon anggota BPD.

(3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa
keanggotaan BPD berakhir.

Pasal 16

Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan melalui proses pemilihan langsung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), panitia
pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon
anggota BPD oleh unsur masyarakat yang mempunyai
hak pilih.

(2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD
ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon
anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah
perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang
mempunyai hak pilih.

&

—

(3

Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota
BPD dengan suara terbanyak.
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Paragraf 2
Penetapan Pemilih

Pasal 17

(1) Unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih

@2

(3

(1

(2

8!

=

sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), harus
terdaftar sebagai pemilih,

Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara
pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah  menikah
ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang
jiwa/ingatannya;

terganggu

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum hari pemungutan suara yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau
surat keterangan penduduk.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak
memilih.

Pasal 18

Unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), adalah
Kepala Keluarga dan harus terdaftar sebagai pemilih
dengan syarat sebagai berikut :

a. penduduk Desa yang telah memiliki Kartu Keluarga
dan terdaftar sebagai Kepala Keluarga;

b. nyata-nyata tidak sedang
jiwa/ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;dan

terganggu

d. telah memiliki Kartu Keluarga sekurang-kurangnya
1 (satu) bulan sebelum hari musyawarah perwakilan
dilaksanakan yang dibuktikan dengan membawa
Kartu Keluarga.

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih
ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak
memilih.

Pasal 19

Pemilihan wunsur wakil perempuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan oleh
perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.
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(2) Pemilih perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3

(1

(2

1

—

)

-

(1) harus memenuhi syarat:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara
pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/pernah  menikah
ditetapkan sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang
Jjiwa/ingatannya;

terganggu

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap;dan

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelum hari pemungutan suara yang
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau
surat keterangan penduduk.

Pemilih perempuan yang telah terdaftar dalam daftar
pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat
menggunakan hak memilih.

Pasal 20

Pendataan pemilih dilakukan berdasarkan data KK oleh
masing-masing Ketua RT.

Berdasarkan pendataan pemilih sebagaimana dimasud
pada ayat (1), Panitia Pengisian anggota BPD menyusun
daftar pemilih dan menetapkan DPS berdasarkan
Dusun.

Pasal 21

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2),
diumumkan oleh Panitia Pengisian anggota BPD pada
tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud

(1)

(2

(3

pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama
dan/atau identitas lainnya.

Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan
informasi yang meliputi:

a. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;

b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun;
atau

d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak
memenuhi syarat sebagai pemilih.

Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia
Pengisian Anggota BPD segera mengadakan perbaikan
DPS.
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Pasal 23

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan
kepada Panitia Pengisian anggota BPD melalui Ketua
RT.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar
sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3
(tiga) hari.

Pasal 24

(1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia
Pemilihan Anggota BPD pada tempat-tempat yang
mudah dilihat oleh masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 25

Panitia Pengisian anggota BPD menetapkan dan
mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar
pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 26

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
diumumkan berdasarkan Dusun untuk diketahui oleh
masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung
sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia
Pengisian Anggota BPD menyusun salinan daftar
pemilih tetap untuk diberikan kepada masing-masing
Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun.

(1

(2

Panitia Pengisian Anggota BPD mempersiapkan, mengisi
formulir undangan dan selanjutnya menyerahkan
undangan pemilih kepada anggota BPD yang berasal
dari Dusun.

(3

Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun
menyampaikan undangan kepada para pemilih
selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan
suara.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai
bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat
perlengkapan  pemilihan bagi yang melaksanakan
penjaringan anggota BPD melalui pemilihan langsung.
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Pasal 29

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh Panitia
Pengisian Anggota BPD tidak dapat diubah, kecuali ada
pemilih yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai pemilih.

Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Panitia Pengisian Anggota BPD
membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada
kolom keterangan "meninggal dunia" atau “tidak lagi
memenuhi syarat sebagai pemilih”.

Bagian kedua
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 30

Panitia Pengisian Anggota BPD membuka pendaftaran
calon selama 7 (tujuh) hari dengan membuat
pengumuman ditempat-tempat yang mudah dilihat
masyarakat.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat persyaratan calon, batas waktu pendaftaran
dan tempat pendaftaran.

Pasal 31

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

a.
b,

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan
Bhinneka Tunggal Ika;

berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau
sudah /pernah menikah;

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
dan

. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali
masa jabatan.
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Paragraf 2
Penelitian, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

(1) Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penelitian

(2)

(1

(2

3)

terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian
kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi
kepada calon dengan membawa berkas asli kelengkapan
persyaratan yang telah disampaikan.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah ditetapkan,
Panitia Pengisian Anggota BPD memperpanjang waktu
pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari;

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan
tetap kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah
ditetapkan setelah perpanjangan waktu pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan
Anggota BPD menetapkan bakal calon anggota BPD
dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus
dilakukan pemilihan.

Untuk  memenuhi  kekurangan  anggota BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
dapat mengambil kebijakan untuk menunjuk
kekurangan perwakilan melalui musyawarah yang
dilakukan di Dusun tersebut;

Pasal 34

Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi
persyaratan berjumlah sama dengan jumlah wakil yang
telah ditetapkan pada Dusun, Panitia Pengisian Anggota
BPD menetapkan bakal calon anggota BPD dimaksud
menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus dilakukan
pemilihan.

(1)

(2)

(1)

Pasal 35

Dalam hal bakal calon anggota BPD yang memenuhi
persyaratan berjumlah lebih dari wakil Dusun yang
telah ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD
menetapkan bakal calon Anggota BPD menjadi calon
anggota BPD;

Calon anggota BPD yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat
di Dusun masing-masing,.

Pasal 36

Penetapan calon anggota BPD disertai dengan
penentuan nomor urut bagi Desa/Dusun yang
melakukan mekanisme pemilihan langsung melalui
undian secara terbuka oleh Panitia Pengisian Anggota
BPD.
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Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dihadiri oleh para calon.

Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan
disusun dalam daftar calon sesuai Dusun masing-
masing dan dituangkan dalam berita acara penetapan
calon anggota BPD.

Panitia Pengisian Anggota BPD mengumumkan melalui
papan pengumuman tentang nama calon yang telah
ditetapkan untuk masing-masing Dusun, paling lambat
3 (tiga) hari sejak tanggal ditetapkan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
bersifat final dan mengikat.

Pasal 37

Bakal calon anggota BPD yang sudah ditetapkan
menjadi calon anggota BPD tidak boleh mengundurkan
diri.

Dalam hal calon anggota BPD yang sudah ditetapkan
meninggal dunia sebelum dilaksanakannya pemilihan,
tidak diperbolehkan adanya calon pengganti.
Sehubungan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk kelanjutan pelaksanaan pemilihan
anggota BPD dilakukan sebagai berikut :

a. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa
masih lebih banyak dari jumlah wakil yang telah
ditetapkan pada Dusun tersebut, maka pelaksanaan
pemilihan anggota BPD tetap dilanjutkan.

b. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa
pada Dusun tersebut sama banyak dengan jumlah
wakil yang telah ditetapkan, Panitia Pengisian
Anggota BPD menetapkan bakal calon Anggota BPD
dimaksud menjadi anggota BPD terpilib tanpa harus
dilakukan pemilihan.

c. dalam hal jumlah calon anggota BPD yang tersisa
kurang dari jumlah wakil Dusun yang telah
ditetapkan, Panitia Pengisian Anggota BPD
menetapkan bakal calon Anggota BPD tersisa
dimaksud menjadi anggota BPD terpilih tanpa harus
dilakukan pemilihan dan untuk memenuhi
kekurangan anggota BPD dari Dusun tersebut Kepala
Desa dapat mengambil kebijakan untuk menunjuk
kekurangan perwakilan melalui musyawarah yang
dilakukan di Dusun tersebut.

Paragraf 3
Kampanye dan Masa Tenang

Pasal 38

(1) Panitia Pengisian Anggota BPD menentukan tata cara,

jadwal dan tempat kampanye.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dimulai semenjak penetapan calon anggota BPD
sampai dengan sehari sebelum Hari tenang.
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Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggung jawab.

Pasal 39

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)
dapat dilaksanakan melalui:

an o

(1)

(2)

(3)

(1)

pertemuan terbatas;

tatap muka dan dialog;

penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di
tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pengisian:dan

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

Panitia Pengisian Anggota BPD wajib mengawasi
kampanye yang dilaksanakan oleh pelaksana kampanye
para calon.

Panitia Pengisian Anggota BPD wajib melaksanakan
rapat pleno evaluasi pelaksanaan kampanye setiap
kampanye selesai dilaksanakan.

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(2) berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

Pasal 41
Pelaksana Kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara KesatuanRepublik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,
dan calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau
masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau
menganjurkan  penggunaan kekerasan kepada
seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan
calon yang lain;

g. merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye
calon yang lain;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah,
dan tempat pendidikan;

i, membawa atau menggunakan gambar dan/atau
atribut calon lain selain dari gambar dan/atau
atribut calon yang bersangkutan; dan
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j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi
lainnya kepada peserta kampanye.

(2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang
mengikutsertakan:

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

Pasal 42

Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai
sanksi dengan tahapan:

a. peringatan tertulis dari Panitia Pengisian Anggota BPD
apabila pelaksana kampanye melanggar larangan
walaupun belum terjadi gangguan;

b. apabila pelaksana kampanye masih melakukan
pelanggaran setelah mendapat teguran tertulis, Panitia
Pengisian Anggota BPD menghentikan jadwal kegiatan
kampanye calon yang melakukan pelanggaran pada hari
berikutnya;

Pasal 43

Masa tenang paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan
tanggal pemungutan suara;

(2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia
Pengisian Anggota BPD paling lambat 3 (tiga) Bulan
sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.

(1

Bagian ketiga
Mekanisme/tata Cara Pemilihan Anggota BPD

Paragraf 1
Pemilihan Secara Langsung

Pasal 44

Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan memberikan
suara melalui surat suara yang berisi nama Dusun,
nomor, foto, dan nama calon.

(1

2

Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan
cara mencoblos salah satu calon pada surat suara.
Pasal 45

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna
surat suara serta kelengkapan peralatan lain mengacu
kepada peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan oleh Panitia
Pengisian Anggota BPD.
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TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk
oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan
oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

Pasal 47

Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai
halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di
TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas
permintaan pemilih.

Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau
yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS
menugaskan anggota KPPS atau orang lain untuk
memberikan bantuan bagi:

a. Pemilih yang tidak dapat berjalan; atau

b. Pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan
dan tunanetra;

Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih
tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan
fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS
melakukan kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan;
dan

d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan
peralatan.

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadiri oleh saksi dari calon dan warga
masyarakat;

Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam berita acara yang dapat
ditandatangani oleh ketua KPPS, anggota KPPS
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan saksi dari calon.

Pasal 49

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 48, KPPS memberikan penjelasan mengenai
tata cara pemungutan suara,

Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau
terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara,
pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
KPPS.
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Pemberian surat suara pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) hanya boleh diberikan satu kali.

Pasal 50

Suara untuk pemilihan anggota BPD dinyatakan sah
apabila:

a.

b.

(1

(2

-

3

=

(4)

(S

6

-

surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian
Anggota BPD; dan

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi
empat yang memuat satu calon; atau

tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi
empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang
telah ditentukan; atau

tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah
satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan
nama calon; atau

tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi
empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 51

Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah
pemungutan suara berakhir.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih
karena rusak atau keliru dicoblos.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan di TPS sampai selesai dan dapat dihadiri
dan disaksikan oleh saksi calon dan warga masyarakat.

Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.

Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat
dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya
kepada Ketua KPPS;

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
calon dan penduduk Desa yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS membuat
berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
(dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani
oleh saksi calon.
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(8) KPPS memberikan salinan Berita Acara hasil
penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir
sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu)
eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat
umum.

(9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul
khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam
kotak suara dan selanjutnya dikunci.

(10)KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan
suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia
Pengisian Anggota BPD paling lambat satu hari setelah
selesai penghitungan suara.

Paragraf 2
Pemilihan Secara Musyawarah Perwakilan

Pasal 52

Pemilihan secara musyawarah perwakilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan
musyawarah mufakat.

(1

(2) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan baik secara terbuka atau tertutup.

(3) Musyawarah mufakat secara terbuka sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui voting oleh
perwakilan yang memiliki hak suara.

(4

=

Musyawarah mufakat secara tertutup sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberikan
suara melalui secarik kertas oleh perwakilan yang
memiliki hak suara dan dimasukan ke dalam kotak
suara yang telah disediakan.

Pasal 53

Panitia Pengisian Anggota BPD melaksanakan rapat
penetapan calon Anggota BPD terpilih masing-masing
Dusun berdasarkan hasil penghitungan suara dari
masing-masing Dusun selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
setelah pemungutan suara.

Rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dihadiri oleh calon/saksi.

(3) Panitia Pengisian Anggota BPD membuat berita acara
rekapitulasi penghitungan suara dari masing-masing
Dusun yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota
Panitia Pengisian Anggota BPD yang berasal dari Dusun
masing-masing serta dapat ditandatangani oleh saksi
calon.

(1

(2

(4

Dalam hal jumlah calon terpilih ada yang memperoleh
suara yang sama yang mengakibatkan calon yang akan
ditetapkan masih melebihi keterwakilan wilayah sesuai
yang telah ditetapkan dengan TPS lebih dari 1 (satu),
calon terpilih dimaksud ditetapkan berdasarkan suara
terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan
hak pilih terbanyak.
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Dalam hal jumlah calon terpilih ada yang memperoleh
suara yang sama yang mengakibatkan calon yang akan
ditetapkan masih melebihi keterwakilan wilayah sesuai
yang telah ditetapkan dengan TPS hanya 1 (satu), dibuat
kesepakatan antara yang bersangkutan dalam hal
pembagian masa keanggotaan BPD nya.

Panitia Pengisian anggota BPD memberikan salinan
berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi
calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan
menempelkan 1 ({satu) eksemplar sertifikat hasil
penghitungan suara di tempat umum.

Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dimasukkan dalam sampul
khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam
kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau
segel.

Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah
suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih oleh Panitia
Pengisian Anggota BPD melalui surat keputusan.

Panitia Pengisian Anggota BPD menyerahkan berita
acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan
penghitungan suara kepada Kepala Desa segera setelah
selesai penghitungan suara.

Pasal 54

Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh
panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh)
hari  sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan
panitia.

Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian
untuk diresmikan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Peresmian Anggota BPD

Pasal 55

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dan
Kepala Desa.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah
dan janji anggota BPD,

Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu
oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati
mengenai peresmian anggota BPD.
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Pasal 56

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun

(2

1

(2

(1

(2

3

)

—

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak
3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut- turut.

Pasal 57

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya
bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan
masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai
berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota
Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan
Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta melaksanakan segala peraturan perundang-
undangan dengan  selurus-lurusnya yang berlaku
bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia”,

Pasal 58

Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2),
didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya
masing-masing;

Dalam  pengucapan sumpah/janji  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:

a, Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya
bersumpah”;

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali
dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan
diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong
saya”;

c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi
Budha”; dan

d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah
Paramawisesa”.

Setelah  pengucapan sumpah/janji  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan
berita acara pengucapan sumpah /janji.
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Pasal 59

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), mengikuti
pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten,
Bagian Kelima
Pemberhentian Anggota BPD
Pasal 60

(1) Anggota BPD berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri; atau

c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan  tugas secara
berkelanjutan atau berhalangan tetap secara

berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa
keterangan apapun;

. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

o o

. tidak melaksanakan kewajiban;

(<]

. melanggar larangan sebagai anggota BPD;

)

melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;

g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap karena melakukan tindak pidana dengan
ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat
BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya
sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sah;

i. Adanya  perubahan status  Desa menjadi
kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih
menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau
penghapusan Desa;

J. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
dan/atau

k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 61

Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat
(2) huruf a, huruf g huruf i dan huruf k dapat
dilakukan langsung oleh Bupati tanpa adanya usulan
dari BPD.

(1
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(2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf
e, huruf f, huruf h dan huruf j diusulkan oleh
pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD
kepada Bupati melalui Kepala Desa.

(3

Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian
anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari
sejak diterimanya usul pemberhentian.

(4

Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya
usul pemberhentian.

5

Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (4).

6

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan
Bupati.

Bagian Keenam
Pemberhentian Sementara

Pasal 62

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati
setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak
pidana terhadap keamanan negara.

Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan
pemberhentian sebagai pimpinan BPD yang dilakukan
melalui rapat khusus BPD.

(1

—

2

(3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya
memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti
antarwaktu.

Bagian Ketujuh
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 63

Anggota BPD yang berhenti digantikan oleh calon
anggota BPD antarwaktu nomor urut berikutnya yang
berasal dari wilayah pemilihan anggota BPD yang
berhenti berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

1

—

(2

Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia,
mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat
sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon
anggota BPD nomor urut berikutnya.
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(3) Dalam hal calon anggota BPD yang berhenti tidak
memiliki calon anggota BPD pengganti antarwaktu atau
nomor urut berikutnya tidak ada lagi, Kepala Desa
melalui Kepala Dusun berdasarkan wilayah pemilihan
vang berhenti melakukan musyawarah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 untuk mengusulkan pengganti
antarwaktu anggota BPD yang berhenti.

Pasal 64
(1

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan
Bupati tentang pemberhentian anggota BPD, Kepala
Desa menyampaikan usulan nama calon anggota BPD
pengganti antarwaktu kepada Bupati melalui Camat.

(2

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan
calon anggota BPD pengganti antarwaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan
nama calon pengganti antarwaktu anggota BPD yang
diberhentikan kepada Bupati.

Bupati meresmikan calon pengganti antarwaktu
anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan
Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
disampaikannya usulan pengganti antarwaktu anggota
BPD dari Camat.

Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah /janji
dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3

(4

-

5

Setelah  pengucapan sumpah/janji sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan
berita acara pengucapan sumpah /janji.

Pasal 65

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan
sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

1

2

—

Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 66

(1) Penggantian  antarwaktu anggota BPD  tidak
dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD
yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

(2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota
BPD.

Bagian Kedelapan
Larangan Anggota BPD
Pasal 67
Anggota BPD dilarang :

(1) Merugikan kepentingan umum, meresahkan
sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan
warga atau golongan masyarakat Desa;
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2

Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima
uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat
memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
dilakukannya;

(3
(4
(5

menyalahgunakan wewenang;

melanggar sumpah/janji jabatan;

merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan
perangkat Desa;

6

merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

7
8
(9

sebagai pelaksana proyek Desa;

menjadi pengurus partai politik; dan/atau

menjadi  anggota dan/atau pengurus organisasi
terlarang.

BAB V
KELEMBAGAAN BPD
Pasal 68

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas :

—

a. pimpinan; dan
b. bidang.

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:

2

a. 1 (saru) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.

3

-~

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri atas :

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
pembinaan kemasyarakatan; dan

b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipimpin oleh ketua bidang;
(5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai
anggota BPD.

Pasal 69

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan
BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi
BPD.
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Staf administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan
peraturan vang berlaku dan ditugaskan untuk
membantu pelaksanaan adminitrasi pada lembaga
BPD.

Pasal 70

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipilih dari dan oleh
anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang
diadakan secara khusus.

Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua
bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu
oleh anggota termuda.

Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal pengucapan sumpah /janji.

Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua
bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua
bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan
BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 71

Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) yang terpilih,
ditetapkan dengan keputusan BPD.

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan
Camat atas nama Bupati.

BAB VI
FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu
Fungsi BPD

Pasal 72

BPD mempunyai fungsi :

a.

b.

membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa;

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
Desa; dan

. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas BPD

Pasal 73

BPD mempunyai tugas :

a.
b.

menggali aspirasi masyarakat;

menampung aspirasi masyarakat;
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. mengelola aspirasi masyarakat;

. menyalurkan aspirasi masyarakat;

. menyelenggarakan musyawarah BPD;

menyelenggarakan musyawarah Desa;

. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk

. melakukan evaluasi laporan

)

-

=

pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

membahas dan menyepakati rancangan Peraturan
Desa bersama Kepala Desa;

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala
Desa;

keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan
Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan

. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 74
BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat,

Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan
masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat
miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan,
kelompok marjinal.

Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan
keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam
agenda kerja BPD.

Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan
kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud,
tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa
disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat
Pasal 75
Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi

masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.

Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) di administrasikan dan disampaikan dalam
musyawarah BPD,
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Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 76

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui

(2

(3

(1

(2

(3

(1

@

(3

- =

-

—

pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

Pengadministrasian aspirasi secbagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi
bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan cara menganalisa dan
merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk
disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka
mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 77

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk
lisan dan atau tulisan.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti
penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam
musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti
penyampaianaspirasi melalui surat dalam rangka
penyampaian masukan bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada
Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan
Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 78

Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka
menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang
bersifat strategis.

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan
penvepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi
laporan Kketerangan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan
usulan pemberhentian anggota BPD.

BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan
mekanisme, sebagai berikut:

a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
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b. Musyawarah BPD  dinyatakan sah apabila
dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah anggota BPD;

c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
musyawarah guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai,
pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara;

e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling
sedikit %2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari
jumlah anggota BPD vang hadir; dan

f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan
keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah
vang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 79

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang
difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Musyawarah Desa merupakan forum
permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk
memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) meliputi:

penataan Desa;

perencanaan Desa;

kerja sama Desa;

rencana investasi yang masuk ke Desa;
pembentukan BUM Desa;

penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

e a0 o

g kejadian luar biasa.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri atas:

a. tokoh adat;

tokoh agama;
tokoh masyarakat;
tokoh pendidikan;

e o

perwakilan kelompok tani;
perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

f= - R R 1

perwakilan kelompok perempuan;
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b. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan
anak; dan

c. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayvat (4), musyawarah Desa dapat melibatka unsure
masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.

(6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa;

Paragraf 7
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 80

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati
rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/
atau Kepala Desa,

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD
dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas
terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD
dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan
musyawarah internal BPD.

(5

Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa
dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam
notulen musyawarah.

Pasal 81
(1

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa
antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata
sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil
keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang
tidak disepakati.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan
yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan
evaluasi dan pembinaan.

(2

-

(3

Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :

a. penghentian pembahasan; atau

b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan
kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
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(4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 8
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 82

(1) BPD melakukan pengawasan terhadak kinerja Kepala
Desa.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 83

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) menjadi
bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 9
Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa

Pasal 84

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa
selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis,
responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

(4

Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi ;

a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa
dan APBDesa;

b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;

c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas
sesual peraturan perundang-undangan; dan

d. Prestasi Kepala Desa.
(5

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.
Pasal 85

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.

(1

_—
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Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) BPD dapat:

a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau informasi;
¢, menyatakan pendapat; dan

d. member masukan untuk penyiapan bahan
musyawarah Desa.

Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan
BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD
tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD
dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragaraf 12
Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 86

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang
harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga
Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala
Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa atau FKAKD.

Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari unsure Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang
telah terbentuk.

Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyepakati dan menyelesaikan berbagai
permasalahan aktual di desa.

BAB VII
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu
Hak BPD

Pasal 87

Mengawasi dan meminta Keterangan tentang
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan

mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas
dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
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Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 88

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan
evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2

Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud pada
ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan
pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2
Pernyataan Pendapat
Pasal 89

(1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat
berdasarkan keputusan BPD.

2

-

Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan
penilaian  secara cermat dan  objektif atas
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan melalui pembahasan dan  pendalaman
suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
dilakukan dalam musyawarah BPD.

(4

=

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 3
Biaya Operasional
Pasal 90

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber
dari APBDesa.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi
dan tugas BPD.

(3

Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen
kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan
Desa.

Bagian Kedua
Hak Anggota BPD

Pasal 91

(1

Anggota BPD berhak :

a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;

o

. mengajukan pertanyaan;

0

menyampaikan usul dan/atau pendapat;

o

. memilih dan dipilih; dan
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e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam
musyawarah BPD.

(3

Selain hak sebagaiman dimaksud pada ayat (1) BPD
berhak:

a, Memperoleh pengembangan kapasitas melalui
pendidikan dan pelatihan, sosialisasi,
pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan
yang dilakukan di dalam negeri; dan

b. Penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 92

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk
memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1) huruf e.

(1

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan
tunjangan lainnya.

(3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
tunjangan kedudukan.

(4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 93

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) diberikan
berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan
BPD.

(2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat
penambahan beban kerja.

(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

(4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 94

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf a, bersumber dari
APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBDesa.
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Pasal 95

(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) huruf b
diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan
Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:

a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

(2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Menteri.

Bagian Ketiga
Kewajiban Anggota BPD

Pasal 96
Anggota BPD wajib :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan
gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. Mendahulukan  kepentingan umum di  atas
kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;

d. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat
masyarakat Desa;

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja
dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa
lainnya; dan

f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan
dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat
Laporan Kinerja BPD
Pasal 97

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas
pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat dengan sistematika:

a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan

c. penutup.
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Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati
melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala
Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan
atau lisan.

Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan
setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 98

Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3)
digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum
musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 97 ayat (3) merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada
masyarakat Desa.

Bagian Kelima
Kewenangan BPD

Pasal 99

BPD berwenang :

a.

b.

Mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk
mendapatkan aspirasi;

Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;

Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi
kewenangannya;

Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala
Desa;

Meminta  keterangan tentang  penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa,
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;

Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan
dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

menyusun peraturan tata tertib BPD;

menyampaikan laporan hasil pengawasan yang
bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;

Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya
operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa
untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan
Pendapatan Belanja Desa;
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k. mengelola biaya operasional BPD;

l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar
Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan

m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

BAB VIII
PERATURAN TATA TERTIB BPD
Pasal 100
(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

(2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam
musyawarah BPD.

(3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;

b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan
BPD;

waktu musyawarah BPD;
pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;

tata cara musyawarah BPD;

me oA

tata laksana dan hak menyatakan pendapat
BPD dan anggota BPD; dan

g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;

c. jenis musyawarah; dan

d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan pimpinan musyawarah  apabila
pimpinan dan anggota hadir lengkap;

b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua
BPD berhalangan hadir;

c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua
dan wakil ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan
musyawarah  sesuai dengan bidang yang
ditentukan dan penetapan penggantian anggota
BPD antarwaktu.
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(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
a. Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

b. Konsultasi mengenai rencana dan program
Pemerintah Desa;

c. Tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala
Desa; dan

d. Tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi
masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak

menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud
ayat (3) huruf f meliputi:

a. Pemberian pandangan terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa;

b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala
Desa atas pandangan BPD;

c. pemberian pandangan akhir atas jawaban
atau pendapat Kepala Desa; dan

d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir
BPD kepada Bupati.

(8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara

musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf g meliputi:

a. penyusunan notulen rapat;

b. penyusunan berita acara;

c. format berita acara;

d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 101

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasaan terhadap
pelaksanaan  peran BPD dalam  penyelenggaran
Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pasal 102

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 ayat (3), meliputi:

a.
b.
c;

memfasilitasi dukungan kebijakan;
menyusun Peraturan Daerah Kabupaten;

memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi,
pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan
dan pelatihan tertentu; dan

memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan
dan anggota BPD,
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BAB X
PENDANAAN
Pasal 103
Pendanan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 104

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja
BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan
status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua)
Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, atau
penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya.

(2

anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan
kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106
(1

Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76

Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan
tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD
sampai selesal masa tugasnya.

(2

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 6 Tahun
2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya
Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai
selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

1. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

SURAT KELUAR
NO TANGGAL HAL KET
NOMOR | TANGGAL & 181 TUJUAN
SINGKAT
1 2 3 4 & 6 7
Mengetahni Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat

masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan
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2. Buku Agenda Surat Masuk

SURAT MASUK
NO | TANGGAL NAMA i
NOMOR | TANGGAL | INSTANSI iy
PENGIRIN & 1S1 SINGKAT
—1 | 2 | 3 | a4 5 6

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat

masuk yang diterima

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

NOoO U S W

3. Buku Ekspedisi

diisi dengan tanggal surat masuk
diisi dengan nomor surat masuk
diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat
diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

TANGGAL
NO. TANGGAL DAN HAL & ISI SINGKAT TUJUAN KET
URUT PENGIRIMAN NOMOR SURAT SURAT
SURAT
1 S 3 4 AN
Mengetahui ..., Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
S diisi dengan instansi yang dituju
6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada




‘nelry eysns NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Ul siin} eAley yninas neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Bueleq 'z

NVId viSNS NIN
()

‘nery esng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibnisw yepn uedinbuad 'q

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘ueniauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad e

h)

¢

0

-

=\

11aquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw eduel Ul s} eAley yninjas neje uelbegas dinbuaw Buele|q *|

Buepun-Buepun 16unpuing e3di) yeH

nely ejsng NN !lw ejdid yeq @

nery wisey| JireAg uejng jo AJISIaATU() DIUWIB]S] 3}B}S

4. Buku Data Inventaris BPD

KIADLAAN
AZAL EARANG /BANTIIRAN [CRATIAAN RARANG / BARANG KET
BANGUNAN AWAL TANGOAL PENGIARISAN JBANGUNAN
i TANLX AXITE TANHUR
» ARANG HANTUAN
BANDUNAN 2061
APHiees R 2 mux [ osak | oeusac | oouuan | oesvseasan | oocne e ok [ ek

PEMERINTAN | FROV | gt

Ao gy tata Mol Bl Tubin

Cara Pengisian :

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1 diisi dengan nomor secara berurut

2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada
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5. Buku Laporan Keuangan BPD

PENERIMAAN PENGELUARAN (Rp.)
NO TGL URAIAN (Rp.)
1 2 3 3 5
JUMLAH
Mengetahui iseey Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :
1 diisi dengan nomor secara berurut
2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang
3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang
4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan
5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

6. Buku Tamu BPD

NO TGL NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN TTD
1 2 3 4 5 6 7
NCTE Rt T ee—— Y B A Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
3 diisi dengan nama tamu
4 diisi dengan jabatan tamu
5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
7 diisi dengan tanda tangan tamu
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7. Buku Data Anggota BPD

—— NOMOR DAN NOMOR DAN
NAMA | NP | JENIS : : y PENDIDIKAN TANGGAL TANGGAL i
NO || enckap KeLamin | TANGOAL | AGAMA | JABATAN | “rerakuir KEPUTUSAN KEPUTUSAN L
PENGANGKATAN | PEMBERHENTIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Mengetahui iery Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

—

diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
2 diisi dengan nama lengkap anggota

3 diisi dengan nomor induk anggota

4 diisi dengan jenis kelamin anggota

5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
6 diisi dengan agama yang dianut

7 diisi dengan jabatan

8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

can
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8. Buku Data Kegiatan BPD
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HARI S B AGENDA DAN HASIL
NO. JTANGGAL JENIS KEGIATAN PELAKSANA KEGIATAN
1 2 3 4 5
Mengetahui .., Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD. ... Sekretaris BFD.

Cara Pengisian :
Kolom 1
Kolom
Kolom

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan

dimaksud

dari pelaksanaan kegiatan
Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan
2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan
Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan
4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan

Cara Pengisian :

Kolom 1 disi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom

S diisi

dengan

langkah

tindak

menindaklanjuti aspirasi.

lanjut

serta pihak

NO HARL/ NAMA/LEMHBAGA FIHAK ASFIRAS! YANG TINDAK LANJUT
TANGGAL PENYAMPAI ASPIRASI DISAMPAIKAN
1 2 3 4 5
Mengetahui ... ,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

yang diminta
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10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN KET
1 2 3 4 5
Mengetabhs Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....
Cara Pengisian :
Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
Kolom 5 diisi dengan keterangan /informasi lain jika diperlukan.
11. Buku Notulen Rapat BPD
NO HARI/TANGGAL MATER] RAPAT PESERTA RINGKASAN
PEMBAHASAN
1 2 3 4 5
Mengetahui e ,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 dlisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan
Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.
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12. Buku Data Peraturan/Keputusan Desa

NO.

NOMOR, TANGGAL SHGK ¢
PERATURANKEPUTUSAN BPD TENTANG URAIAN SINGKAT KET

2 3 4 5

Mengetahui
Ketua BPD.......... n

Tgl Bulan Tahun
Sekretans BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom

1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan
BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun

Peraturan/ Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD
Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah

ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa.

NOMOR DAN URAIAN NOMOR DAN
NO TGL PERATURAN TENTANG SINGKAT TGL KET
DESA KESEPAKATAN
1 2 3 4 5 6
Mengetahui ,Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD....

Cara Pengisian :

Kolom 1
Kolom 2

Kolom 3
Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.

diisi diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa
ditetapkan.

diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.

diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD
kesepakatan atas rancangan peraturan desa.

diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

tentang




‘nelry eysns NN uizi eduey undede ynjuaq wejep Ul siin} eAley yninas neje uelbeqas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Bueleq 'z

NVId viSNS NIN
()

‘nery esng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibnisw yepn uedinbuad 'q

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘ueniauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad e

h)

¢

ta

-

5

11aquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw eduel Ul s} eAley yninjas neje uelbegas dinbuaw Buele|q *|

Buepun-Buepun 16unpuing e3di) yeH

nely ejsng NN !lw ejdid yeq @

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa.

NO HARI/TANGGAL Ti‘:{{&’;‘:é‘:: L POKOK-POKOK KEPUTUSAN | KETERANGAN
L 2 3 L 3
Mengetahui L, Tgl Bulan Tahun
Ketua BPD..... Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
musyawarah desa

3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang
dimusyawarahkan

4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah

Kolom
Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

desa

5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO

HARI/TANGGAL

POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN

KETERANGAN

2

3

3

nery wisey| JireAg uejng jo AJISIaATU() DIUWIB]S] 3}B}S

Mengetahui

Cara Pengisian :
1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan desa
2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

Kolom

musyawarah perencanaan

..ss,,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

pembangunan desa

3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan
musyawarah perencanaan pembangunan desa
4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan
dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan
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IL

1L

ML

FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......
KECAMATAN ..ocosnsspsmsmsasmsasansissss
KABUPATEN ....ccoccciviiaias
RN & o R SR R R

LAPORAN KINERJA BPD
Tahun anggaran .......

Dasar Hukum

13
2,
3.

4,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ...
Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Nomor ...Tahun .... tentang Desa /
Badan Permusyawaratan Desa

Surat keputusan Bupati tentang peresmian anggota BPD periode
..... sampai ......

Keputusan BPD Nomor ....... tahun ...,
BPD tahun anggaran ........

tentang Badan

tentang Penetapan kinerja

Pelaksanaan tugas BPD

Lol R R

Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;

Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa;

Pelaksanaan tugas lain;

a. pemilihan kepala desa

b. pelaksanaan musyawarah desa

c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
d. pelaksanaan kerjasama antar desa

€. S0 dll.

Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.

Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan desa;

Penutup
Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagal pertanggungjawaban BPD
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa
Ketua

BUPATI BENGKALIS

AMRIL MUKMININ
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam
rangka mengoptimalkan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa,
Peraturan Daerah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai
Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, tata cara pemilihan anggota
Badan Permusyawaratan Desa secara langsung atau melalui musyawarah
perwakilan, pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarawaktu
pemberhentian atau pemberhentian sementara anggota Badan
Permusyawaratan Desa, kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa,
fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa, hak, kewajiban dan
wewenang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik
serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan
oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib
kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas
dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dengan
mengoptimalkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja
pemerintah Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten
Bengkalis, Kecamatan dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten
Bengkalis dan pemerintah Desa dalam wilayah kerja Pemerintah
Kabupaten Bengkalis, dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan
Desa.

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas
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Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
JP adalah Jumlah Penduduk
JBPD adalah Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa
WP adalah Wakil Perempuan
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan 1 {satu) orang perempuan sebagai anggota
BPD adalah jumlah minimal anggota BPD setiap Desa yang berasal
dari keterwakilan perempuan dan dapat bertambah apabila ada
perempuan yang terpilih dari wilayah pemilihan secara umum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
JP adalah Jumlah Penduduk
JUM adalah Jumlah Unsur Masyarakat
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.
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Cukup jelas.
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Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Huruf a
Surat pernyataan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat
oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b
Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf ¢
Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat mendaftar
dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran
dan bagi yang sudah/pernah menikah dibuktikan dengan surat
nikah /akte cerai.
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Huruf d

Yang dimaksud dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah
menengah pertama atau sederajat adalah berijazah paling rendah
Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yaitu lulus Sekolah
Menengah Pertama (SMP) atau yang disamakan dengan SMP
antara lain seperti Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Paket B, Ujian Persamaan (UPER),
Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) atau sebutan lainnya
sesuai Peraturan Perundang-Undangan Pendidikan yang berlaku.
ljazah dari tingkat dasar sampai terakhir di legalisasi oleh pejabat
yang berwenang,

Hurufe

Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa bukan
sebagai perangkat pemerintah Desa.

Huruf {
Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD yang
dibuat oleh yang bersangkutan di atas segel atau bermaterai cukup.

Huruf g
Cukup jelas

Hurufh
Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Sementara (bagi
vang Kartu Tanda Penduduknya dalam proses pengurusan) dan
surat keterangan bertempat tinggal di wilayah pemilihan dari rukun
tetangga yang di ketahui oleh rukun warga dan Kepala Dusun
dimana yang bersangkutan betempat tinggal.

Huruf1i
Surat Keterangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan
surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah
menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga kali
masa jabatan, baik secara berurutan atau tidak berurutan.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
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Cukup jelas.

Pasal 40

UIN SUSKA RIAU
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Cukup jelas.

Pasal 60

UIN SUSKA RIAU
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Pasal 80
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Pasal 100
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Gambar 1. Bersama Kepala Desa dan Sekretaris Desa Deluk
Gambar 2. Bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa Deluk
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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D/\_ KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
I ’!Uil UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
5 FAKULTAS SYARI’AH & HUKUM
b“\;ﬁ oaglall g acy il aud<
FACULTY OF SYARI’AH AND LAW
JL . R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052

UIN SUSKA RIAU Web. wwiw.fasih.uin-suska.acid Email : fasih@uin-suska.ac.id
Nomor  : Un.04/F.I/PP.00.9/5198/2021 Pekanbaru,05 Juli 2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :
Nama ‘MELLY AMELIA PUTRI
NIM :11727200400
Jurusan :Ilmu Hukum S1
Semester :VIIT (Delapan)
Lokasi :Kantor BPD Desa Deluk, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis
‘bermaksud -akan -mengadakan -riset -guna -menyelesaikan -Penulisan Skripsi yang -berjudul
:Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibvat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

R
\-"’NIP l974l006 200501 1 005
Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpm bengkaliskab.go.id Website : dpmpsp.bengkaliskab.go.id

Bengkalis, 09 Juli 2021

Nomor : 061/DPMPTSP-JUMII/2021/483 Kepada :
Lampiran - Yth. Camat Bantan
Hal : Rekomendasi di-

Tempat

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkz_llis,
memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu
Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/42351 tanggal 06 Juli 2021 perih_al
Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini
memberikan rekomendasi kepada :

Nama : MELLY AMELIA PUTRI

Alamat - JI. Nuri V No. 201 RT. 002 RW. 007 Kelurahan Perhentian
Marpoyan Kecamatan marpoyan Damai Kota Pekanbaru

NIM : 11727200400

Universitas . Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Program Studi :  limu Hukum

Jenjang 8 S

Bermaksud mengadakan riset/pra riset dalam rangka :

1. Judul :
"Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi
Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018
Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis®.

2. Lokasi Penelitian : ;
Kantor BPD Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

3. Penelitian ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini
dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat
pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang
dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  : Bengkalis
Pada tanggal  : 09 Juli 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKALIS,

Pembina Tk. |
NIP. 19750619 199503 1 003

‘nery eysns NN uizi edue) undede ynuaq weep Ul siin} eAley yninjas neje uelbegas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele(q 'z

‘yejesew niens uenelun neje iy uesiinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAsey uesinuad ‘ueniauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednynbuad e

nery wisey] JireAg uejpng jo AJISIaAIup) dIWejs] ajels

T . ikan k ja Yih. :
1. Kepala DPMPTSP Provinsi Riau;

2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;

4. Yang Bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN BANTAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DELUK
Jalan Deluk No: ~ Telephone : (0766) E-mail ; bpddeluk@yahoo.co.id,
Kode Pos ; 26754 Banlan, Bengkalis

Nomor L 28/BPD/D2021
Lampiran L.

Perihal : Pernyataan Riset

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa
Nama : Melly Amelia Putri

NIM + 11727200400

Program Studi ; llmu Hukum

Jenjong |

Alamat : JI. Nuri V No. 201, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru

Telah melakukan riset untuk bahan skripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas Badan
Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun
2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten
Bengkalis,

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih,

—_— iy e
Ketua BPD Desa Deluk
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PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam
Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Bengkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Deluk
Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, yang ditulis oleh :

Nama : Melly Amelia Putri
NIM : 11727200400
Program Studi < llmu Hukum

Telah diperbaiki scsuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris W

Joni Alizon, S.11., M.I1,

Penguiji |
!
Nuraini Sahu, S.11., M.II. ﬂ" in {Q/L'\

Penguji 11
Mubammad Darwis, S.11., M.H.

Kepala|Sul) Bagian Akademik
Fakulta Syariah dan Hukum

, S.Ap.
NIP, 19750801 200701 1 023
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.‘6‘, JL H.R, Soebrantas No, 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
'77‘,, o Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
For s\ www. Jurnalhukumlslam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 ~ 085213573669

SURAT KETERANGAN
Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa

NAMA : MELLY AMELIA PUTRI

NIM : 11727200400

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL i PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DELUK  KECAMATAN BANTAN  KABUPATEN BENGKALIS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAI KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

Pembimbing: Musrifah, S.11, M.I1

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang

telah ditetapkan.

Pekanbaru, 2 Januari 2022
g Lunpipan Redaksi

2\

/

« MIL, CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Melly Amelia Putri, lahir di Pekanbaru pada tanggal 04

Okober 1998 dari pasangan Zul Amri dan Zulita. Penulis

merupakan putri pertama dari 2 bersaudara.Pada tahun 2005

penulis menamatkan pendidikan Pendidikan pertama di

11w eydio

Taman Kanak-Kanak Karnida Bahagia Pekanbaru, kemudian
=
=penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 004 Sidomulyo

w
o Pekanbaru sembari menempuh pendidikan agama di Madrasah Diniyah Awaliyah

>
Q;;j\/luhajirin Pekanbaru hingga tahun 2007, kemudian penulis berpindah sekolah di
gSekolah Dasar Negeri 002 Tampan Pekanbaru dan berhasil menamatkannya pada
tahun 2011 bersamaan dengan itu penulis juga menempuh pendidikan agama di
Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Mujahidin Pekanbaru dari tahun 2007 sampai
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